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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Aliah SWT. karena berkat rahmar

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya ilmiah ini dengan judul

PI'NYALAHGUNAAN IZIN SENJATA API NON ORGANTK TI{I/POLRI.

Karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan

penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya

karena penulis sebagai maitusia biasa yang ticlak luput dari kesilapan-kesiiapan

dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritrkan

serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilrniah di masa yang akan

datang.

UDDIN, SH. iVI.HUM
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BAB I

PENDAHULUAN

:bagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunl'ai sistenr

dan catr:r penegak hukumnl'a, ketreradaan pihak kepolisian mempunl.ar

ang sangat penting daiam komponen peradilan tersebut.

el ini diseba-L:kzui karena pihak kepolisian merupa_l,an bagian _vang tidak

pisahkan dari sistem peradilan itu sendin. disebabkan karena ini

rn bagran satu sistem r ang terintegrasi. sebagai sriatu sistem. peraditaa

iemerlukan keterikatan dan keterkaitair dengan komponen-komponen

rl rni didasarkan karena pihak Kepolisian Republik Indonesia

:rna dimal,s,-ril, ,la"lam IJndpg-r-t1dr:rg Nrrlr. ,-.r 2 tahun 2002 tentang

l Nesara Reoublik Indonesia dalam Pasal 4 beflujuan untuk

ilan keamanan dalam negeri ,r'ang lemiputi terpeliharanYa keamanan dan

r masvarakat dalam rangka terpelitraranva keamanan menjunjung tinggi

manusia.

',:polisian sebaga bagian integral fungsi pernerintahan negara.

ai ftrngsi dalam suatu -rr,ila1'ah Negara Kesatila.n Republik lndonesia

itu luas. tidal sekedar aspek refresif dalam kaitannva dengan proses

:r hul,um pidana sa-ia.

rlam menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakan hukum.

',olisian dibekali dengan persenjataan vang lengkap yang secara umlrln



dikenal dengan seniala api. tetapi tidak semua pihak kepolisian ciiberi keu,enangan

untuk metniliki sen;ata api terselrut, kepenrilil.:an seniata api di lingkungant>

kepolisran ditentukan berdasarkan keprmgkatan dan keahlian terlentu dalam

meniaiankarr tugas.

Dalam kepernilikan senjata api oleh pihak kepolisian. juga terkait tentang

kedisiplinan dzur salah satunl'a adalah kedisiplinan dalam penggunaan sen-jala api

da,r hal inr lebih dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Non-ror 2 Tahun 2003

tentang Peraturan Disiplin POLRI serta Peraturan Pemerintali Nomor I Tahun

2003 tentang Peraturan Pelaksana.

Penl'alahgunaan senjata api di lingkungan kepolisia-n berasal dan pribadi

polisi maupun dari luar pribadi polrsi itu sendiri. oleh akrena itu pen,valahgunaan

senjata- api ,Ji lingkungan kepoiisian merupalan *quatrr pelzurggaran disiplin.

sebaga-imana diielaskan dalam Undane-Undans Nomor 2 Tahun 2002 dtur

diperielas dalarn Peraturan Permerintah Nc-'mor 2 Tahun 201)3 ,lan atas

pelanggaran inr tidak terlepas dari sanksi-sanksi vang harus diterapkan. guna

rnenjamin 1e1ap terlaksananva disiplin dalam lingkungan kepolisran rtr-r senrlir-i

T'erlepas dari bpernbahasan di atas, bahrva penr,alahgunaan senlala api

oleh anggota kepolisian bukan han.,'a dibahas dan tercanhrm dalam Peraturar

pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tetapi lentang penvalahgwraan sen-lata api ini

sehagai sualu peianggaran disiplin ieblh lanjut dan lebih difokuskan penjelasannl a

di dalam Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Pelaksana Teknis

lnstitusional Peradilan umum Anggota Polri dalam Penyalahgunaan Senjata Api

oleh Anggota Kepolisian.



Sehingga nantinva dalam pembasahannva lebih terfokus ,lan lebih

terperinci sesuaidengan -iudul penelitran inr

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar pern,salahari -yang akan dil,rahas dalam sebuah

penelitian. penelitian ini penulis bual dengan judul "Penvalahglinauul izin

Pemakaian Senjata Api Non Organik T'NI/POLRI..

Agar mendapatkan pengertian \"allg men-radai dalam rremahami penelitian

nantinva, sehail.-n_ra diberikan pengerlian dan penegasan dari judul. Selain itu

tidak terladi kesalahpahaman dalam rttengartikan judul. Untuk memberihan

pengertian ata-s .i r.rdul y'ang diaj ukan

- Pent.alahgunaan lzin adalali

memberlakukan suatu izinl

penulis akan menjelaskan kata perkata 1'aitu ,

kesalahan. kekeliruan. kealfaan dalam

- Pemakaian aciaiah memakai. rnengambri manfaatnva. melakukan sesuatu2

- Seniata adalah alat 1'ang dipakai untuk berkelahi atau berperang3

- Api adalah senjata )'ang n-lenggu,nakan nresiua

- Senjata api adalah senjata \Iang manrpu melepaskan keluar satu atau sejumlah

proveLtil dengan bantuan bahan peledal.:

- Senjata Api Non Organil.: TNIiPOLRI adalah senjata api milik pribadi/instansi

p ernerintaUp ro r.: it 1' ang c'rrgani k TN LIP OL R I 
5

' Sudarsc,ii.-,, Kqnuts llakum, Cetakan Keeirpat. Rineka Gralika Cipta. Jakarta, 20052 Dep.artetien Pendidikan Nasional. Kanu.s Besar Bahass Intlonesia, Ralai Pustaka,
T^l ..*-. 1/1n 1.,dNdt L.i i\rl7 ,i 

tui,.t
o lhirit Sk"p Kapolri Ncr Pol. : SKEP/1 198/I'Xi200(l <lan Pengentlalia:r Senjata Api Noi.r C)rgairik

TNI/POI-RI



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahu,a makna clari judul

penelitian penr-rlis adalah sualu pandangan hukum .r,ang bersifal rnengikat clan

memaksa terhadap penvalahgunaan sen-ja1a api oleh anggota kepolisran sebagai

salah satu bentuk pelzurggaran disiplin ,-1i lingkungan kepolisian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalanr kehidupan l:erbangsa om bernegara- aspek pertahanan merupakan

salah satu laktor \:ang sangat penling dala.m meniarnirr kelangsungan hidup

bemegara serta irenlaga tetap tegrknva hul.:um di sualu negara. Ntlaka dari if,_r

guna meniaga kelangsungan lridiip sualri neilara dan tetap tegaLn'.,a hukum-

diperlukan llrhak-prhak \ ang siLqllat memprrrx ri peranan vang sangal penling

Pihak kepolisian sebagai salah salu pihak vang berrvenang unluk rnenjaga

le!fn !errAl.-nvl lr,,I r,,r, nrenrnun..oi npran.h \..n, c.no.t rrontinn ,-.1.1.* ,rr..-;^,,^
-i .. : i5 ;-ii5.:. i,;i.i.i iii5 u!i:iiii i i : ii_ii-;.:;!i

keterliban dari keamanan sehlgaimana tertuang dalarn Llndang-Llndan-g Nclnel 2

Tahun 2002 tenlang Kepolisian negara Reputrlik Indonesia.

Kepilisian sebagai pil'rak vang bernenang akan banvak hal. mulai dan

penegakan hukurn dan ntenja-ga ketertibitl serta_ pengaliom mas\,arakat- serta guna

meningkatkan profesionalisme kerja pihak kepolisian dilengkapi dengan

persen-iataan y'ang salah. satunva adalah senjata api sebagai pendukung dari

profesi. hal ini .luga dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pihak

l,epolisian itu sendrri.

Namun dalam pelaksanaannl.a dan kenl,ataannva, bukan han1.a

meningkatnl'a kualitas kerja tetapi sebaliknva banl'ak terjadi pelanggaran disiplin

4



di kalangan polisi. 1'ang pada tahun-tahun terakhir ini pelanggaran itu adalah

penl'alahgunaan senjata api 1'ang telah rnen"latuhkan nama baik kepolisiru i1u

sendiri.

Ivlaka dan itu rliharapkan kepada pihak kepolisiair itu sendiri untuk lebih

meningkatkan kedisiplinan kerja dan dibarengi dengan sanksi )'ang harus

d ikenal:an kep ada anggo ta kepo l isian,vang mel akukan pel anggaran d is i p l in

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ul'rrr: d:rrr pelaksanaan masalah maka alian

dapat ditelaah secara nraksimal ruang hngkup penelrtran sehingag tidak mengarah

kepada pembahasan di luar permasalahan )'ang ada. Aclapun permasalahan )'ang

diajukan penulis dalam penelitian ini adalah .

! N.{engapa terjadi f)en}'alahg'-lnaan senf ata a-pi '/

2 Bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengarvasan

senjata api '1

D. Hipotesa

Hipotesa adalah rnerupakan ;arsaban serrentara ala.s permasalaharr t'ang

diaiukan. Sebelurn permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab. maka

perma-sal ahan-permasalahan ini akan dij air:ab sementara <ialam mmrrsiul hi potesa,



karena hipotesa merupakan suatu jar'vaban semntara dan suatu permsalahan. maka

haru -. d i uj i kebenarann)'a d en gan 
.i alan p enel iti an. 

6

Hipotesa merupakan jauaban sementara dari permasalahan vang diajukan.

adapun hipotesa 1,'ang diaiukan adalah :

L Adapun penvebab ter.ladin-v-a pen_valahgunaan senjata api di kalangan

kepolisian disebabl'an oleh kurangn.va pengawasaq dari lembaga dan pihak

vang terkart sebagai pihali 1,nng lebiir rtrernpum,ai keu,enangag clalam

penga\vasan senjata api dan hal ini juga disebabka') oleh kurargnr a

disiplin oleh anggota kepolisian sebagar pemegan3 senjata api

2 Un,Jang-Undang Nornor 2 Tehrrn 2()()J dengrur .ielas mencantLunLan

adanva peraturan tentang disiplin kepolisian. maka dari i1u dengan ailanya

peny,alahgunaan seniata api inl akan tetap dikenskan sanksi tegas l'arena

berhuhunpan den gan nelanesaran di sipl in kepol isian

E. Tujuan Penulisarr

Tujuan dari dilal:ukan pembahasan peneiitian ini adalah sebagai berikut.

I Untuk keperluan sebagai salah satu persvaratan atau melengkapi pangkat

aliademis

Agar masyarakal mengetahui aspek penegakan disiplin di lingkungan

Kepolisian dikartkan dengan Llndang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tenli,-ng

Kepolisian Negara Republik Indonesia

" Atrdul Muis, Pednnofi Penulisan Skripsi dan
olcii I'aktiitas Hukuni ilSU, Me&in. 1990, hal. 3

bdetode Penelitian Hukum- Diterbitkarr



F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu penelitian pada umurlnva. nretode pengumpulan

data dapat dirvuludkan meliilui .

i Librarl' Research tPenelitian Kepnstakaan). di mana penulis meml-raea htiku-

buku 1'ang ada hubungannva dengan penelitian ini clan sekaligus mengutip

pendapat para sarjana 1'ang ada kaltannva dengan penelitian ini

2. Field Research (Perrelitian Ke Lapangan). Ci mana penulis nrendaianqi

langsung di Poltabes N{eda:r



BAB II

TINJAUAN TIMUM MENGENAI SENJATA API,

PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Senjata Api

Secara umum senjata api diidentik dengan sen;ata ]'ang menggunahan

peluru, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia diserrulkan bahua senjata api adalah

sen1ata vang menggunakzur mesiu (se:rapan pislol).

Sedanglian dalam buku petunjuk pelaksanaan penga\\asan dan

pengendalian senjata api ncn organik TNI/POLRI diterangkan bahr^'a seniata api

adalah senjata ],ang nrarl]pu melepas keluar satu atau sejumlah pro-r,el:ti! (peluru)

dengan bantuan bairan peiedak.

Malia dengan demikian dapat disimpulkan bahu,a senjata api tersebut

adalah senjafa \.ails menseluarkan nroveklii (pelunr) di rnana keluam,va pro_vgktil

tersebut teriadi akibat didoronq Cengan kecepatan tinggi oleh qas t'anq dihasilkan

oleh pembakaran cepat ini secara teklis disebut dengan cle.flagrasi. Senjata api

dulu biasanva menggunakan bubuk lutam sebagai propelen- sedangkan untuk

zarllan sekarang oikenal dengan bubuk nirasa ,rmokeless pow'der. pada umumnva

seniata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan elek putaran

pada pi'o1,ektil untuk menambah kestabiian lintasan.

Dengan adanl'a pengeretian senjata api -vang telah rliuraikan di atas. maka

dapat ditarik beberapa unslir-unsur 1,ang dikatakan seniata api vang meliputi

antara lain :



l. M{empergunakan alat 1'ang dinamakan senlata

2 Terdapat provektil 1'ang juga disebut denga.n istilah peluru

3. Digunakannl,a dengan bahan peledak

Dengan demikian senjala rang men-iliki tekanan udara" sentata tekanan

pegas dan senjata tiruan. ser-ta bagian-bagiannva ]'ang nyata-nvata digunakan

untuk permarnan anak-anak adalah bukan sen-iata api. meskrpun pada dasarn-.,'a

nremillki kemrripan _\,ang sama dengan serya!,a api tetapi lungsinva dan latacara

kerj an-ya tetap memiliki perbedaan

Adapun vang termasuk ke dalam pengertian senjata api adalah .

! Brgian dan senjata api

2. Meriam dan seqjala penvernbur apr serta bagian-bagiamva

3 Sen-iata- tekanan udara dan senjata tekartan pega,s kaliber -5.-5 mn-r ketas. pistol

sembelih

B. Jenis-Jenis Senijata Api

Salah satu L)ersvaratan-pers-r'aratarr !ain untuk l.:epernilikan senial"a api

antara lain mempuni ai .lenis sen-1ata apr \,'ang bisa dimiliki. Adapriti jenis-jenis

senjata api 1-ang digunakan oleh instansi vsng berrvena:rg maupun perorangan

r,ang memiliki izin artara lain :

l. Senjata api bahu jenis kaliber 22 daa penabur kaliLrer 12 GA

2. Senjata api genggam jerus pistol/revolr,er kaliber 32.25 dan 22

3. Senjata bahr.r shorgun kaliber l2 nr,m

4. Senjata peluru karet

5. Senjata gas air mata dan seniata keiut;rn



6.

7.

Seniata api klasilikasi adalah jenis hunter 006 dan liunler 007

Listrik

a. Stick (pentungan) gas

b Larnpu senter multi guna dengzur menggunakan gas

c. Gantungan kunci -vang dilengkapi ciengan gas air mala

d Spral'(semprotan) gas

e. Cas genggam (pistol/revoller gas)

8. Senjata dengan k-ejutzur listrik

a. Air taser

b. Stick (pentungan) listrik

c. Personel protector

d. Ptrolite (senler serba guna) dengar-i menggr"rnakan l.:ejritan li

ii

9. Atat pemancar-rg paku beton

10. Seniatl signal

I l. Fire ertinguishing (alat pemadam api ringan)

12. Seniatarakitzur

13. Seniata replika

t-1. Senjala .,mgin kaliber 4.5 mm dengan tekanan udara/tekanan .q*s/t iran

CO:r

10



2.

C. Pengertian Penyalahgunaan

Dalarn kamus hukum karangan udarsono. pengertian '-solah" adalah

keselahan. kekeliruan. kealpaan. Dan dalam Pasal 3(r0 KUHPidana pengertian

"sctlah" me.ncakup

1. Barangsiapa karena kesalahannva (kealpaannva) men-_vebabkan orang lain

mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana peniara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana kurungan paling lama I (satu) lahun

Bzu'angsiapa karene kesalahannva (kealpaannva) nrenvetrabkan ora:rg lain

luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penvakit atau halangan

meniarlankan pekeriaan jataban atau pencarian selama *'aktu tertentr.r. dia"ncam

dengan pidana penjara paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

l)an dalam Kamus Besar Bahasa lr-rdonesia vang dikeiuarka-n oleh

Deparlenren Pendrdikan Nasional. dijelaskan bahlva arti dari '-menggunakan"

arlalah nre-makai. mensamhil manlaatnva melakul-an sesr.latg 
e Jadi penge(oan

daripada "pen.y,6175,1rrunaan " adalah kesalahan aiau kekeliruan atau kealnaan

seseorang dalam memakar atalr mema.nfaatk-an sualu benda atau jatrata:rn-r-a di luar

prosedur 1'ang sudah dilentukan sehingga akibat kesalahan penggurlaan tersebut

menimbu lkan pelanggai'an hukum -vaag berlaku.

t Dqrartenen Pendidikan Nasioi.ral, Op.cit. hal

11
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D. Kedudukan Keiahatan Dalam Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana

Kejahalan merupakan sual-u l-indakan atau perbuatan vang melanmggar

hukum vang dilakukan oleh seseorang dar menvebabkan adany'a kerugian dan

korba'r bagi orang lain

Pada perkembangan hukum selanlutnl.a maka perihal kedudukan kelahatan

dalarn suatu tindak pidana adalah merupakan suahr hal ,vang sangat penting

khususnl'a apabila menelaah ke.jahatan sebagai suatu sebab munculnr.a ilmu

kriminologi

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa

kini. maka akzur tampak dengan segera bahr,.'a mengenai intinla tidak ada

kesaluzur pendapat.

S r-rtherland ddam Santoso men:mLrskan kriminologi sebagai " ke.: e l uruhan

ilrrur pengetohucut -vcmg bertalicm dengon perbuatan .iahat sebogat gejala sosicl.

'!'erryq,'rtlr /nlar", h!il{,ng kriruinolog! io-!th terbenfitknl,a unJ*-zg-tlndtng

ne lcutcsarctt terhadao ketenttnn Derunclong-ttndang-on clon reqksi Ierhaclan

pelanggaran ilrt"ta

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahu'a ''Krimtnolo.qi

atlolah ke,selunthc;t keterongan mengenai perbttotan dan si/at doripad.o peniohat,

lingktmgantrcrekrt. clan. cura mereka sccoro resnt.i dipet'lokttlran oleh letnbaga-

lembaga penerb!t rnas;,,orakat clan r:leh para anggoto. mas1:11!'o.J{a1.il

Sauer mengartikan kiminologi sebagai "ilmu pengetaltttan teittang sifat

perbuatan jalut dari inclividu-individtt dan bo.ng.sa-bangso. berbudal,{l. -leserctru

penelitian k'iminologi pertomllctnta Jo'iminalitas sebagai ;toiala dalsm hidup

'o 1',,1..... Santosrr dan Er.a Achjmi Zult'a. Krietle+Jogr. R-aja Grai'rnrlo Per:ndrr, .litkarta.
2003, ha1. 14

" rri.tr h.l. i5

12



se.\eorong (Tterbuatan dan peloh.l. keclttcr krtminalito,g do.lqm hidup iernegarct

c{an bangso".t)

Conslanl memandang kriminologi sebagai"l/rru pengetnhuun ernpirik.

-vculg herlt.tltrcut mt:nentuknn .laktor-./aktor .v{tng menyehabkan. tcrjLtd!t1-v{t

perbuotctt't lohat dnn penlahat (aetiologi). (Jnruk itu diperhctikttnnya, btrik.ldktor-

.{aktor so.rioi dan ekonomi martpun faktor-faktor indiviciual clan psik-olrig; 't3

Pabila dibandingkan peruusan-perumusan tersebut di atas. rnaka tanrpak

ada I (satu) hal pentirlg )'ang sama- semua perumusan mempergunakan i-stilair

perbuatan .jahat dan atau peniahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera

mengingatkan kita pada hukum pidana. di rnana pengertian perbualan ,fahat

merupakan pusatn_r'a Apakah lriminologi harus rnengambil alih tanpa pcrubahan

pengertian perbuatan -1ahat clari hukum pida:ra '! l,,agi pula apatrila ruar:g iingk,,i1;

kriminologi ditentukan cleh pembentuk undang-undang dr surtu negara pada

sl!atr-! -\r,-al.,1lr terlent-,-r- apakalr ;'rga hertalian dsngan apa -\;'ang ditetepl.-ar sebeg:ri

perbuatan oidana ? AtaLr secara singkat-apakah kriminolosi harrrs leril:at uada

pengertian perbr"ratan jahat secara vuridis 'l

Kebanl'akan dari para penulis tersebut di atas tidatrr mau menerima

sepenuhn_va konsekuensi .vang demikian itu. rvalaupun ada sarjana-sar.jana lain

1'ang tidak menoiak untuk menumbuhkan pengeftiall perbuatan jahal secara

vr:ridis dengan secara kriminologis. N{isalnva. apabila untuk kegunaan praktis dan

urrtuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedornan padit clogmcttik

lurkum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukurn pidana

1,ang berlaku, ]'ang dalam banr,ak hal tidak sesuai.

'' Ibitt.

" Ibitl.hal.15
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Demikian pula von Henting ingin membatasi penge;.;:rn perbuatan jahal

secara l:riminolgis pada perbr-ratan-perbuatan piriana 'r i:tr1t ditentukan oteh

pembentuk undang-undang Pendirian Von Henting ini rnenqhadapkannva pada

Lonsekuensi r;ang tida-k terduga Misalnva. apabila ia t-',erbicaia tentang bunuh diri-

maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-

r.rndang. r'aitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhr,, 14

Sebagai akrbat dari pendiriannva itu. maka bnuh iiri tidali dibicaraLa-'r

dalarn kan,a kriminologi. sedangkan para- pembunuh _r'ai,,..i setelah melal,ukan

lie.iahatan kemrrdian bunuh diri. tidak berhak ditentul.:annvr lebih lanjut. oieh

ka-rena para pembunuh tersebut bun,-rh diri mereka- sel,relum i,,llreka ditangl:ap rian

diadili dan dengan demikian tidak dihadaplzur pada hakinr.

Seda-ngkan atiran knminologi dapa,t dibagi dai.,in i;,.:ntlrk ntazhalr

kriminologi vang pada dasarnr.a meliputi :

I h4aThab pcsrtifTltali L:ersifai il.tu p,:;tgciahua'j icniang i:ntii-:;;o1og. ilmial,.

hiolooi Mrzh;rh-mezhah ini tnpmilil-i tnl-nh rrtomo Coc<.'o I ^*L.a..^. \, !JJiii L Lr;i!ii;i r-::t:_r-

Enrico Ferri dan F, Garolalo

2. Mazhab klasik : mazhatr ini menekankan pribaiii perrl;ilrat. sesudah

kesalahannva dibuktikan tidak dianggap penting lagi. Pelop",r mazhah ini

adalah Paul Broca

3. Ntlazhatr Peraneis atau N'lazhab Lr,on- r'arrg ,Isebut .:'i;a cii:ngan mazhal-l

tentang milieu/lingkungan. Mazhab ini dipelopori oleh A, Lacassagne

" Ibid
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-+. Mazhab bio-sosiologik. disebut iuga mazhab politik criminal dengan tokoh

utaman\.a Franz von Lrszll5

Hukum nerupakan tumpuan harapan dan keperca]'aan masvarakat untuk

inengatur pergaulzur hidup bersama dan hokum jug meruprakan peruujudan atar-r

manifbstasr dari nilai keperca,vaan, Adapun -vang dimaksud dengan hokum adalah

'-kumsrulctn peraluran-perotnlrqn )arxg hon$ ditactti oleh semua vang di dalam

slLalu m.rs\urakat clcngon ctnco;non harus menggttnti kerugictn rtlcnL mendopat

ytidaru i!ka melart-gg.ar oteu mengobaikan per{t!?!ftrn-peroluratt itt.t. .selttrugga

tlapat tercapai suatu pergotLlan hiclup clalam mo.sycLrc;ktl itt.L vcutg tertih clatx

,,,.. 16
ttL!I!

lstilah "tindak tr'ridana" atau dalam bahasa Belanda .stro.fltaar .fbit, :'ang

sebenarnva merupakan islilah resmi daiam .\tro.f\,t'etboek atau Kilab Llncl-alg-

Undang Hukum Pidana vang sekarang berlakrr di Indonesia. Ada istilah dalam

ba,ilasa asinq vans delict. Trnda pidana berafii sualtr perhrratan vang oeiak,-rn1'a

clapat dikenai hukuman pidana.l' Dan pelaku ini clapat chkatakan merupakan

-.^..L:^l ",:'^l^l .^:J^^..5UU-ltrh tlllUcih PlUaUi.l.

Berdasarkan literatur hulium pidana sehubungan dengan tindak pidana

bturl'ak- sekali ditemukan istilah-istilah -n-ang memiliki makna vang sanla dengan

tindak pidana. lstilah-islilah lain dari tindak pidana tersebul adalah antara la-in .

1. Perbualan melan an hukum

2. Pelanggaran pldana

i5 Stcphan I{ur',r'itz. Krininologi. disadur oleh N1.. i,. N'1oeli.iatno, Brna Aksara. Jakarta.
1986, ha1. 321' R. Soesilo, Pokok-pe!:ck Huku*t Pitlnna, Per*i*r*n {J;;t;t;n Ccn Delik-de4k Kls*sas^
l'olitcia. I3ogor, 1985, ha1 11r Wirjono Prodjo<liiioro. ,As&s-$sss Hukut* Pida*a Indonasia. Edrsi Ketiga, t,rli,\a
Aditarna. Bandung, 2003
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4.

Perbuatan ),ang boleh dihukum

Perbuatan vang dirpat dihukunil8

I\4enurut R. Soesilo. dlam Zanrhari Abidin tindak pidana -r'aitu suatu

perbuatan lang dilarang atau 1'ang di*,ajibkan oleh undang-undang yang apa-bila

clilal:r.rl:an a.tau diabaikan. mal:a orang i ang melakul:an atau mengabarkan

diancanr dengan hukuman.re N,lenurut R. Tresna '"peristiwo Stidana iu adalalt

.;t.tott.t perbu{ttan alctlt rungkaian Tterbuatan ntanttsia twng l:ertentangoil cleitgtut

urulang-lutciang fltau perolr.o'on tutd<tngttnclang lninn-t,o lerhntlLtlt !-)erllLrtllctii

ntct tut d i ct tl a kct n t t ntla kcr n oe n glt tt kt r ftia n" .2tl

Sinions. peritiwa pidana adalah perbuatan melarvan hukum yang berkaitan

derrgen kesalailan (schuld) seseorarlg \:ang mampu berlanggung jan,ab. kesalahan

vturg ,iirnaksLrd t-rieh Sirirons iaiah kesaiah&n.rrang meliputi clolus dancttipttiote.2\

Secara dogmatis ntasalair pokok vang berhubringan clengan hukum pidana

adairh membicarakan 3 (1iga) hal, r'aitu .22

i PerLruatan.vangdilarang

Di mana cialm pasal-pasal ada clitrreinukakn masalah mengenai perbuatan vang

dilaiang dan juga mengenai masalah pen:idanaan seperli vang termuat dalant

Titel XXI Bukuk tl KLlHPida:u

is Zamhari Abirlin, Patgertion dan Asqs Hukum Pidana.Ghaiia lndorresia. Jakarta, 1986.
]tii. 21 lt' lv{afiiman Procljohainidjojc, Me;n*hcmi Dcsar-t!*gcr Hukxm Pidar* Indoneskt.
Pradnva Pararnota. Jakarta^ 1997, ha1. 16

'o !bic
't lbidtt lhiri,hal. r7- lB
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2. Orang vang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang rang melakul,an perhuatan vang dilarang (tindak pidana) r'aitu

setiap pelaku I ang dapal diper-tanggung lau.abkan secara pidana atas

perbu at ann1,a \ Ang d ilarang d ala-nr su atn undang- undru-rg

3. Frdana vang diancamkan

Tentang pidana r-ang diancamkan terhadap si pelaku I'aitr.r hukuman yang

dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku lang melarrggar undang-undang, baik

hr-ik,-rman l'ang berupa hukuman pokok mallplrn ssbagai h,lkuma:r tambahan

Sebagaimana pembahasan dalam sub bab ini vailu tentang kedudukan

kejahalan dalam rumLlsan unsur-urlsur tind+k pidana. mal,a unsur-Ltnslrr tindak

pidana lersebul adalah :

1. I-]nsur bersifat objelf i_f. r,ang nreliputi .

a- Perbuatan manusia. 1,aitu perbualan vang posrtif ataupun negatif r.ang

men"'ehahkan nidana

b. Akibat perbuatan manusia- rartu akibat r,anq terdiri atas nierusak atau

membahavakan kepentingan-kepenlinqau umLrm- \ ang menr!rurt norma,

hukum itu perlu adan-va untuk dapal dihukum

c. K-eadaan-keadaatr sekitar perbuatan itu. keadaa:r ini dapat terja.di pada

rr,'aktu melakukan perbuatan

d Sifat melarvan hukum dan sifat dapat dipidatrakan perbuatan nrelalian

hukum terseb ut 
-t 
iha bertentarrgan deng an undang- undang

I Unstrr bersilat subjel'ril-. i ang melip,.rti :

a Harus ada perbuatan manusia

b. Perbuatan itu sesuai dengar-r apa varg drlul:skan dalanr ketenluan h,,rkum

17



c. Terbukti adanl'a doda padaorang \ang berbuat

d. Perbuatan untuk melarvan hukum

e. Perbr-ratan itu diancam hukuman dalant undang-undang2r

Di samping itu Srmon mengatakan bahrva tindak pidana

beberapa urlsur. \'atlu .

1. Perbuatan manusia (positil alau negatif. berbuat atau tidak

rt terdiri dari

berbuat atau

mernbiarkan)

2 Diancam dengan pidarra (straltraar gestelde)

3. Melarvan hukum (eruechalige)

4. I)ilal,ukarr dengan kesaiahan {met schulcl in verbandstaand). Oieh orang y'ang

berlan gguus j a"r, ab ( to ereken i n gs v atb aar t) erso n J

Simons menyebut ada-n1'a unsur oblektiidan stro.lbaar/eil. r,aitu .

1. Perbuatan orang

2. AUbat 1'ang keliiratan dari pertruatan itu

Unsur subjektil dari,srrlbaor/bit. y'ailu .

1. Or;urg vang mampu bertanggungias,att

2. Adan1,a kesalahan (dolus alau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan

kesalahan. Kesalahan ini dapat l:erirtrbungan dengan keadaan-keadaan mana

perbuatan itu dilakukan

Akhirnl'a D-ioko Prakoso men\,atal:an L:ahu'a untuk adanva kesalahan 1'ang

mengakibatkan dipidanan,va seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa s),arat.

Sr arai-sr arat tersebrrl antara lain .

2r N{iutiman Prodjohamidjojo. 0;r.cir, hal. 3l
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I . Terang melakukan perbuatan pidana. perbuatan r ang bersilat melaq an hukum

2 Mampu bertanggung janab

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau lrarena kealfaan

4 Tidak ada alasan pemaa-f
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BAB II

TINJAUAN TJMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A" Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polrsi tidak ditemukan. ['etapi

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian

sebi'rgaimana diatur di dalam Pasa-l I a1'at (! ) Ltndang-Llnrlarg Nomor 2 tirhun

2002 tenlang Kepolisian Negara Republik [ndonesia vang berbunvi . -'Kepolisian

adala,l, segala hal ikhl,al vang trerkartan dengar.. l'ungsi dan lembaga polrsr se-.ua-i

dengan peraturan perundang-undurgan-'.

Da-ri kutipan atas truny'i pa,sa! tersebut maka kita ketahui pe''iisi adala-h

sebuah lembaga vang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana vang

dilent,-rk-:r-r oleh perLrndarrg-,:nd anga,n.

Di dalam oerundans-undangan 1'ang lama vailu Undang-Unda.ng Nomor

13 tahr-rn 196l ditegaskan L.ahwa kepolisian nega,ra ialah alat negara penegak

hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalarn Pasal 30 ('l) a Undang-

Undang Nomor 2t-t tahun 1982 1'aitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan

Negara. singkat Undang-Undang Han1. am.

Sebelum trerlakun-va Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 1'ang mencatrut

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam

sebutan Angkatan Berse4ntata Republik lndonesra. di mana di dalamnva

Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut. Angkatan darat serta Angkatan

Udara-. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka

20
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istilah Angkatan Bersenjata Republik lndonesia 1"':1i',1,r,i kepada asal mul:nr,a

yaitu Tentara Nlsional Indonesia dan keberadaan l:sl,:ii:::an berdiri secara

terpisah dengan angkatan bersenja1a lainnva.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakal, terlebil; ,,. l:r' ,,r ,, l"el:olisian bahn'a

tugas vuridis kepolisian teilurulg di dalam Uneli,, , - l tahur 2002

tentatrg Kepolisiar Negara Republik lndonesia. rJrl r,.1rng-Undang

Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepenlrn, lrr rCa batknr.a

diungkapkan kemb*li pckok-pokok trigas lnridis ili;ir,i

kedua undang-undang tersebut sebagai berikut

L f)alam LJr-rdang-Undurg Kepolisian Negara" Republil, ,; ,il (Lindaqg-

I-Tt:cla:rg Nonor 2 tahr-rn 20Ct2)

Tuga-s uokok Kepolisian Nesara Renuhlik lnclonesia adalai:

a. Vlemeliliara keamanan dan ketertiban masi'arakal

b. t\{enegakan hukum

c. i\,Iemberikan perlindungan. penga_vonlan dru: r. ,r kepada

rnasva.rakat

Selanjulnr,a dalam Pasal 14 dikatakan .

(1) Dalam melaksa-nakax tugas pokok sebagaima.rr;r r' , Pasal i3.

Kepolisian Repubtik Indonesia, bertugas .

a l\{elakanakan pengaturan penjagaan- pen:,,.j

kegiatan masl'arakat dan pemerintah se: ,..

lerhadap
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b Menl'elenggarakan segala kegiatan dalzun menjamin

ketertibzur dm kelancar:ui lalu lintas dijalan

N,Iembina masr arakat untuk meningkatkan partisipasi

kesadar.u hukum masvarakat serta k-etaatal l\;arga

lerhadap hukrrm dan p eraturan p erundang-undangan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memlihara ketertiban dan menjanrin keamaitan urrtum

keamanan-

mast'ara[.at

masvaraka-t

d

e

f

g.

Melakukan koordinasi. penga\!.a-san diun pembinaan tek-nis terli.r.da.gr

l:epolisian khusus. penr.idik pegau,ai negeri sipil dan bentuk-bentuk

I)engilnlaniltt masr tr ai'a!

Melakukan penr elidikan dan penr.'idiiran terhadap semua tindak pidana

ses,-rar dengan hukr":m aeara pidana dan pera,luran perundanl,-r:n,='lugan

iv'ienreieugearailarr irieniiiikasi kepoiisian. keciokieran keooiisran.

r^L^-^r^-...-. a^-.-^^:1. l.=, -.i! -!.^-l l -- - i:-:^.^ ---r-.r i -_- ---.:_ ._..i.iu.,::illt,iji-:i:i :,.,i:iijli. i.j#r ij.rlr-L.:L.Sr r,!i,,Li:iii.:ir r:jiiUr. trtlilailti:lsaiil

tugas kepolisian

N{elindungi keselamatan jiri.a raga- ha-rta l:endl, rna rra!.,at dan

lingkungarr hidup danr gangguan lieter-tiban daruatau benc:r,,a termasuk

memberikan bantua-n dan perlolongan delgan rrenjunjunr. tinggi hak

azasi ma-nusia

l\{elavani kepeniingan \\arga ma-s1'arakal untr:k semenli ,r sebel''ttrt

ditangani oleh instansi dan/atau pihak.,,ang benr,enang

N,lember'l rn pelar,.'anan kepada masy'aral:at sesu dengan

kepentingar-Ln1'a dalam lin gkup tugas kep olis ian

t
at

1-\.
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l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraluran perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketenluan sebagaimana dimaksud dalarn ai'a1 ( l)

huruf f diatur lebih laniut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal keriasama

mmvaraliat sangat menentukan elbktil' tidaknl'a pelaksanaan tugas-tugas

kepolisian. Tetapi n\/atanya tnasl'arakat secara aperiori sudah memberikan nilai

\ang kurang baik khususnva dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian

Adz 2 (iiua) hambaLrn besar dihubungan dengan peranan Polri dalam

menialankan \vewenangni a sebagai perrvidik 1'aitu perilaku polisi dan kebudavaair

vang tumbuh di tengah masi'arakat meniandang terhradap polisi. Terlepas dar!

rumusan perahlrin perundang-undangan r,ang berlaku di negeri kita- rnandat

(tugas) r,ang dibebatrlan kepacla poiisi se"iak keiairirannva adalah menegaktan

hu!,-un dan memelihara l:eamanen drr l:etertiban.

Hambalan dalam pelai,sa-naan tuga-q Dolisi seba-gai serrl,idiL tida!: h*r.:

memberikan bantuan atau mela-r,ani (support atau serr,ice) \,ang menvenangkan

keltada pencari keadrlan tetapi tuga dalarn keadaan tertenlu polisi selaku penvidrtr;

rrengzunbil tindakan korektir vang menvakitkan, Control dan support merupakan

2 (dua) karakter dungsi kepolisian. Di lain pihak, poiisi selallr penf idrk tidak

mungkin berhasil menjaiankan tugasnva tanpa adanl'a dukr.rngan masr.arakat.

Harnbatan lainny'a adalah dukungan akan datang jika polisi tersebr-rt disenangi

oleh masvarakat (dipercar,ai belum tentu disenangi).

Hasil tEmuan Pusat Str,,li Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999

dalam penelitiamrva di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

L)



l. "finggi rasa tidak aman mast,arakat

2. Pelal'anan polisi dipersepsi oleh masy.araka_t justnr mempersulit

3. Kehadiran anggola polisi dirasakan oleh sebagian anggota masvarakat

berkesan mengancam

4. Kecenderungan dark number 1.ang cukup besar

-5 Tingginva pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri

(s. Citra pribadi anggota polri vang negatif di ntata masr.arakat6

Ili samping itu. penelitian tersebut .iuga menr,inTpullian . iati diri anggota

Polri 1'ang militeristik. intelekttialitas anggota polri di lapangair vang rendah.

sil.:ap ker.1a 1'ang tidak proaktif dan kreatrr iirs r ang renciah. orienlasr tindakan

pada keselamatar dan kelanggengan karir. serla kernandirian lembaga vang

rendair.

LI^^:1 -^..^l:+:.,.. l--^.^^^-- ---l ^ :^:^,---, n1.--r ,! !.t)11 lierrq;lr[!4nr !dL,<{.l1.c,4rr p<1{-!i1 latl4taLtt Illle\!utiu !-il!r_l ll!ltas DQloa lvlgIlo

Invt rttan,rrrn,rI rr.[_.- anloro lain

i. Penegakan hukum terpilih cukr-:1-r tinggi (dua pertiga pela:rggara:r dibiarkan

berlalu dan hanva sepersepuluh vang ditilang)

2 Biasa dalam penindakan den_qan mengisl-imeu,'akan kendaraan dan

pelanggaran tefientu

3 Tinriakan r.ang dipengaruhr sikap peianggar terhadap polisi

4. Pungli/pen,velesaian damai yang melibatkan sekitar 907o sub.,,ek

5 Sikap arogm rna-sih ditunjukkan oleh sebagian subyekT

5 Farouk lu{uhatunad. Op.cit. hal. 32

' It. ij. Baringbing. Sinryul ilIevujutlkun Suprennsi Hukrtm. Pusat Ka-1ran Retbrniasi.
l,,l ,.-r-. f/1, rl l-..1 I )Jdr\Jii.l) -L:tri) Lidi. -t.i
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Hasil penelitian tersebut-juga mengindikasikan, antara lain .

1. Ketakutan mencari masalah dengan alasan (interlensi)

2. Tidak tersedian,va kebijakan penegalian hulium vang lelas

3. Rel,'ard and punishrnent yang tidak konsisten

4. Salah urus sumberdava

5. Dukungan peralalan dan biaya operasional vang tidak memadar

Beldasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disirnpulkan bahu,a di

samping secara organisatoris Polri l.,ura:rg efektif dalam rnenialankrn misinya.

individu anggota Polri masih menun;ukkan perilaku-perilaku negatil' dalam

p emberia:'r l ay'anan-l ava!1an vang dap at d ikelompokkan sebagai b eri kiit

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpou,er)

a. Penggunaan kel:erasan 1'ang melampa-'-ri rr eir.enaug

h Ppnrrnti.rlar-r imba-la-n maten Llang, seperti pemera""an ;:ungli rj:ln denda

darnai

2. Kualitas pen.r,ajian lavanan (qualitl of serr,ice deliveri')

a. Tercela dari sudut moral (hukurn) seperti diskriminasi. nreinbirL-an

permintaan la1'anair/pertolongan atau perlegakan hukurn tanpa alasan vang

tepat. diskresi 1'ang melanpaui tratas dan mengulur-ulur r.:a1'1u

b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogarl. tidak sopan. lamban dan

lidak memperlakukan orang lanjut usia inal,-anak dan u'anita secara patut

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleknva kedudukan

polisi dalam suatu si-qtem penvidikan, sehingga f,skomplekkan tersebut akan

mengakibatkan penvalahgunaan we\renang dari polisi yang rnelakukan tugasnl'a.

.11 .

't'
{t ''

{t(\i \
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C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal l5 Llndang-Undang Nomor 2 tahun 2002 matl.ebutkan :

(l) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

l3 dan l4 Kepolisian Negara Republik Indonesra secara umum t_.ler*,'enang .

a. I\,lenerima laporan d.an/atau pengaduan

b. N{embantu menvelesaikan perselisihan rvarga masvarak;{ lang dapat

mengganggu lietertiban umurl

c. Mencegah dan menanggrilangi tuml-ruhnva penr,.p[i1 masva,ruLat

d. Mengaivasi aliran 1,ang dapat menirnbulkan perpecahirn al,tlr mengancam

persatuan dan kesafuan ba:rgsa

e. Mengelr-rrkan peraturan kepolisian dalam ling;r..ur

ad mrn i slr'atil' kep olis ia-n

f l\r-l-l-..-.,1--.^,^-,-^;1,^^^- l-1-,,-,,- -^L^^^: L^.-:...,
rvrrlvr r AJslrl rururur Jwu<rsor v{t5r,.lr !

kerrnliqiqn rialanr r*noL q l1pn,'p(rchcn

g. IMelakukan tindakan peftama di tempat keiadian

h. Mengainbil sidik jari dan idenlitas lainnva serta memol:'i 1 i r .,eorang

i. Mencari keterangan dan barang bukti

j Menvelenggarakan Pusat Informasi l{-riminal Nastonal

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan !'ani.l "ir,, rlukan dalam

rangka p el avalan ma-svalakat

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pi,;;r1., ,raan putusan

pe.ngadilan. kegiatan instansi lain serta, kegiatzur ma-svar&l ,

m. Menerima da-n menr.'impan barang lemuan unluk semeni.,.. ',lu

ketr,enangan

+l.^I-1-^--
tlrr(l(lt\al I
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(2) Kepolisian Negara Republik [ndonesia sesuai dengan peraturzn perundang_

undangan larnnr.a tlern,enang :

a. Memberikan izin dan mengau,asi kegiatan kerarnaian umurn clan kegratan

masr,arakat lainnl a berl enang

b. Mer-lvelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. Vlemiterikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d. Menerima peraberitahuan tentang kegiatan politik

e. N{emberii-an izin dan melakukan pengar\asan sen-jata api. bahan peleelak

dan senjata ta;arn

f. N'Iemherikar: izin operasional dan n:eiakukan pengalvasan terharlap baijaii

usaha dr bidang.jasa pengamanan

g N{emberikan petuniul'. rnendidil, dau melafih aparat kepolisian Lhusus rjan

pelugas p eng:rrn:n ?n srr.:i!::.:s s Caian"r t-. r C an g teLnrs l:ep o lls ian

h. Mela-kukan L,eria.sama rlgngan kepolisiar-r negara lain dalam menvidi!= dan

memberantas ke-iahatan internasional

Melakuk:ur lrengar.\iasan tungsional kepolisia-n terhadap orang r_sir-rg ..,ang

berada di ri'ilavah lndo'esia dengan koordinasi instansi terkait

h{er,va}iili pemerintah Fepublik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional

Melaksanakan kervenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian

1J'

27



(l) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagain-rana dimaksud dalam a1ia1 (2) huruf

a dan d diatur letrih lantut dengan Peraturan Pemerintalr

Pasal 14.

Dalam rangka menvelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal l3 dan l4 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik lndonesia

benvenang untuk .

a. Melakukan penangkapan. penahanan- penggeledalian darr penr itaan

b N{elarang setiap orang meningg;rlkan atau menrasuki tempat kejadian perkara

unluk kep entingan pen-vid i kan

N{emba*'a dan menghadapkan orang kepaca penvirlik dalm rangka penr.iclikan

N/renr,uruh berhenli orang vang dicurigar dan menanr,akan se(a memeriksa

tanda pengenal diri

l\lpl aL rrl-rn npmonL-cqa- rlo'. no^. -i+^ ^- ..'-^+

vlema-nsuil orang Lrn1 rr!.. didgnqnr da-n dip*.i!..sa sei:egai tersangl,a a!arr sr!,r:i

Mendatzurgkan orang ahli ),,ang diperlul,an dalam hubungannva dengan

pemeril.^saan perkara

h. Mengadakan penghentian penf idikan

1\'len-"erahkan berkas perkara kepada penuntut ulrulm

Mengajukan permintaan secara langsung kepada peiabat imigrasi dalam

keadaan mendesak untuk melaksanakan ce-qah dan tangkal terhadapp orang

r.'ang disangka rnelakukan tinclak pidana

d

e

i

I

J
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I

2.

Memberikan petuniuk dan bantuan penr.idikan kepada pent.idik pegau,ai

negeri sipil serla menerima hasil penyidikan pegarvai negeri sipil untuk

diserahkan kepada penuntut umum

Mengadakan tindakan lain menurut hr-rkum t,a.ng trerlzurggung jal,ab

'fugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut .

Aspek kelertiban dan keamanarl umum

Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masr,arak^t (clari

gangguan/perl-'ruatan rneianggar hukum/kelahatan dan penvakit-penyakit

masyaral.:at dan aliran-aliran kepercayaan vang membaha-r'akan termas,:k

mpel' irelai anan masvarakat dengan memberikan perlinciungan dan

pertolongan

Aspek pendidikan sosia[ d1 bi,Jang ketaairn/k.-patuhan huk,.rm \\:,argl

mas-r'ara},:a1

4. Aspek oenegakan huk,-rm di bidarg peradi!al. Lh,.:susn'l ci bidanlg

pem,elidilian dan penvidikan

IV{engainati t,-rgas vuridis kepolisran }iang dernrkia-n lr-ras- telapi lr-rhur dan

mulia itu. jelas merupakan beban r,ang sangal berat. Teriebih ditegaskan bahii,a di

dalam menialankan hrgasnva itu harus selalu men-iuniung linggi hak-hak asasi

rakl'at dan hukum negara- khususnva dalam melaksanakan ke*'enangannva dr

bidang penvidtkan, ditegask:in pula aga-r senaatiasa menEndahkan norma-norma

keagamaan. perikemanusiaan. kesopanan dan kesusiiaan. Beban tugas ,vang
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demikian berat dan ideal itu tentunva hams i,;iukun!-i ir.. r aparat pelaksana

vang berkualitas clan berdedikasi tinggi.s

Mernperhattkan perirtcian tugas dan u'e$,enar1;,' i!.,i.1. ' ian sepefti telah

dikemukakan di atas. terlihat bahiva pada intinva aela 2 irr , 3as kepolisian eli

bidang penegakan hukum. r'ai1u penegakan hukum rir ' ,reradilan pidana

(dengan sarana penal) dan penegakam hukurn dengal,. in penal. Tugas

L.enegakan hukum di bidang peradilan (di.:ngan ,,;rri, . '.\r)-rorrrvit hanva

merupakan salah satu alau bagia-n kecil sala c'lari trl-,,, ' gebagia_n besar

lugas kepolisian ;ustru terletak di luar penegal:.in l,:.,, :t penal).

Tr,rgas Lepolrsian di tridang peradilaii pi,,,, i: ,, ,,tia-s di Lridang

perrr.e[idiandanpen1.idikan'Tugaslainn-r,a[ir'..

dengan penegal:;rn hukium pida-na. r^,,alaupun ntemaii:.: ;rd,,. ,',. ::-. :,1 aspel= hukr:n-r

,-i,.l^.^*..^l\[:^^l^..^+'.ft^--^-^l:L^.^l-^+^+:L'..l..'
iJrq<urai-r4. rYllJ4rrr,IQ lU:;aD llrVlrrulll!A<l N(,llrltll.i(;::1 lri'l f r;.llit.illaltl Ulllultl-

menceoclr r"rpnr.,a-Lit-nent'e!. it nrrcr-a!':ltet men-r+1ih:t,".. I .'q,. '' ..-.1;^,{.'-^^^

dan pertolingan kepada masr,'arakat, rnengus"di;iii,r,r r.t, 'iukum \\rarga

m:rs\iarakat tentunl.a merupak-rur tugas -\,an!l lti,il ,irr: 
.r il.]g sel:adar

dinvatakan sebagai tindak pidana (keiahatanipelar:ggiti:,, r:,,:rut ketentuan

h,,rl,um pidana positil ),ang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkair bii-h',.,;t iiur \\,e\venang

l:epolisian l'ang lebih Lrerorientasi pada aspek sosi:ij fiiili -.rtasyarakata_n

(),ang bersifat pelal'anan dan pengabdian) sei:enr.rarti rel laripada tugas

--vuridrsnl'a sebagar penegak hukuiir di bidrmg peradil:tn p ' lan derrukian

* Barda Nalvau,i Artet-- Beheralta Aspek Kebijgl;scn*gt,, ;:r..

Hrtkrurt Pidcna. Citra Aditr.a Bakti, Ilandung, 1998. ital 4
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dalam meqialankan tugas dan weu,enangnva kepolisian sebenarnva berperan

ganda baik sebagai penegak hukum marrprrn sebagai peker-ia sosial r-rntuk

menggambai-kan kedua tugas/peran ganda ini. Kongres pBR ke-_5 (mengenai

Prer e,tion of Crirne and The Treatment ol' oflendel5,) pernah menggunakan

istilalr ''Service oriented task" dan "Lau, enforcement duiies"'

Perihal kepolisian denga-n tugas dan we\venangnl,a ada diatur clalam

llndang-Unda,rg Nornor 2 tailrn 2002 lentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Dalam undang-undat:g tersebut dikatakan bahx'a kepolisian adalah segala

hel ikhnal 1'a^ng berkaitan clengan fiing,si dan len,l-raga polisi sesuai denqa.n

llerundang-undangan.

Ilari keterangan paslrr tersetrut maka dapa,t dipahanii suatu kenyataan

bahrr,a tugas-tugas ..,ang diemba:r oleh pclisi sangal kcmpleii dan ;umii :;lial;

tei'ttt,li))a di dalam hert inclal sehauai nenrirlil. qrrAtrr h,.nrrrl li'iehnrcn
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BAB IV

PROSES HTIKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A. Peredararr Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Senjata api non organik TNI/POLRI aclalah senjata api r-ang dimilikii

pribadi/instansi pemerintalr,/pror,it vang bukan organik TNUpoLRl. Dengan

demikian peredaran sen1ata api rton organik adalah sentata api vang cl:rprat climiliki

der-r pergunakan sebagaimana rnestinva cleh lembaga-lernbaga 'l-i\iIiPOLRI.

Aelapun lembaga-lembaga tersetrr,rl rlalam hal ini digolongkan seba.qai herikLrt .

I Senjata api untuk satpam/polsus

2. Senjata api untuk perorringan i'ang digudaiigi,an

3. Sentata api untuk bela drri

4. Senjata- api peroranga r"rntuk kepenlingan koleksi

5. Seniata api peror:ngan unluL olahraga menen-lbalr

6 Senjata api r-lntr-rk k^elengl:apa-n l,-a,pal patroli

1. Senjata api untuk kepentingan ilrniah

instansi pemenntali rnar-rprrrl prol'ek- \,.ita1 ),ang dapal <!ir"rrilikr dan

menggunal:an senjata api dan amunisi untuk kepentingan satpam adalah _l'ang

mempunYai sil'at lingkup tugas sefla resiko gangguarl keamanan di

lingkungar,/karr,'asan kerinl,n r,ang penting. Sehingga dengan demikian serlata api

tersebut ha,n\ a dapatt ditembaka,ri pada saat mela],sanakan lugas satpam dalam

lingl.:ungan tugas kerjanr,a semata. Sedangkan vang termasuk alat-alat kepolisian

khusus (POISUS) adalah pejal-.,at pebar,vai negeri sipil tertentu vang oleh atau

_{
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kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian terbatas untuk rnelaksanakan

dan menegakan suatu ketentuan perundang-undang.tn lihusus. anra,ra lain .

L Dinas Perhubungan dalam rangka menunlang pelaksanaan penegakan sualu

peraturan perundang-undangan antara larn

a- Undang-undang Lalu Lintas

b. Angkr"rtan Jalan

2. Dinas Lalu Lrnta Angkutan Sungai, Danau dan Fern, Ditjen perhubungan

Darat dalam rangl-a menunjang pelaksanaarr penegakan sr.ralu peraturan

perundang-undangan khusus, antara lain .

a. Ordonansi Kapal Pedalaman Stbl l9l4 Nor,ror 226

b. Ordonansr Kapal-kapal taliun l9-53

Peri.rsahaan Jartatan Kereta Api (PiKA) sekarang pr Kereta Api Dit-ierr

Perbuhungan Darat, dalam rangka menunlang pelaksanaan penegakan suatu

peraturan perunda"ng undfflgan khusi;s. aniara lain Algeiaeene Regciiugen

Spcc,r en llra.m \Vagen (ARST) Ordona:rsi I I ].4aret 1927 Nomor 2-5S

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Diteien perhubungan I.aut, dda.m

rangka nrenunjang pelaksanaan penegakan suatu peraluran peundang-

undangal khusus antara lain Maritieme Kringen ord<;nantie Sttli. t939 Nomor

442

5. satuan Kepohsian Khusus l(ehutanan pada Dinas Kehutanan, perum

Perhutani. perlindungan dan pengau,etan Alam Ditjen Kehutanan. clalam

rangka menun-i ang pelaksanaan penegakan suatu aluran perundang-undangan

khusus iurtara lain :

J

4.
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a. Undang-undang Lingkungan Hidup

b. Boos Veredoning Stbl. 1932 Nor-nor446

c. Ordonansi Perlindungan Alam Sy.bl 19.:1I Nomor 167

d. undang-undang Ketenagakerjaan

6. Satuan Penindakan dan Penl,idikan penr.elundupan Ditjen Bea dan cukai.

dalam rangak menunjang Pelaksanaan Peraluran Pemerintah R-epublik

Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penr.idikan Trndak Prdasa di Badrui

Kepatreanan dar Cukar

7. Para Petugas Penvidik Imigrasi. Ditien lrnigrasi dalam rangka menun-iang

pelaksanaan penagakan sualu perr-rndang-undaugan khusus antara [lin tentang

LJndarrg- Un,1aitg iiomor 9 Tahun 1 992 lent:urg Keimigrasian

8. Pa-ra PetLrgas l-.embaga Pemas.,'arat-atan dalam rangl.-a menunjang prr,.egaLa_n

suatu peralui'an perundang-undangan khusus antara lain Reglemeni penlara

S1tll. l9l 7 |Jomor 7li3

-(erla-ngf.an L!eror2ng2n/peiabat :':ng d:;r31 dlberikan izlli uniuL ;neniliki

d.tn menggunakan senjata api untuk l.,epentingan membela din adalah

l . Pihak Pelabat Sn asta atau Bank

N'lereka 1'ang eliperbolehka*n memiliki senlata api antara larn .

Presiden Direktir

Presiden Komisaris

Komisaris

Direk-tur Utama

Direklur

Direktur Keuangan

a.

b

C.

d

L
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Pihak Pejabat Pemerintah

Vlereka vang cliperbolehkan memiliki senjata api antara lain

a. Ketua MPR/DPR

b Masing-rnasingMenteri

c. Sekretaris Jenderal

d. Inspel.lur Jenderal

e. Sekretaris Kabinet

L GLrber-nLrr

g WakilGubemur

h. Sekretans \!'ila1-ah Daerah

i t^^,.^1r.,- 1ri:l^. ^L n-^.-:.^^:r. rrrJPs^r.u' vvrr.t)(1ll rluPllt5l

j Kelua, DPRD - I

k. Anggota DPR/MPR

Fihal: Jaj aran T.\l I/POLP.I

Mereka yang diDelbolehklrr rnerulil:i ser-rata api antara lain .

a Penvira Tinggi

b. Peru.ira fo{enengah dengan pangkat serendah-rendahn_va

memrliki t'rgas khusus

c. Puma*,irau'an

Purnarvirar*.,an A-B R I

Mereka r.ang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

a. Pangkat teraLhir peri,vira lrnggi

b. Pamon serendah-rendahnr,a Mayor/Kornisaris Polisi

Kolonel namin

4.
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Perseorangan probadi ],ang dapat dinberikan izin sen-iata apiuntuk

keperrtingan koleksi. r'aitu peiabat tinggr negara/sn'asta tertenlu karena fungsr dar

tugasnva menvangkut kegiatan demi negara dan bangsa dan atau cienri

kepentingan ma-syarakat banl.ak dargan persvaratan umur minimal 24 tahun .dan

maksimal65 tahun.

Tetapi meskipun seniata apt untuk koleksi ini dibatasi bahwa sen;ata api

tersebut jenis antik alau 1'ang mempun-vai arti khusus bagi si kolehtor. selanjulpva

senjata api tersebr-rt dib'-rat meniadr tidak berfungsi de.ngan cara Cian-rbil pa.sa.l. rlan

pegas pemalutr-va atau peralalan vital lainnr,,'a oleh petugas POLRI dzur diamankan

di er:dang Pol.Ri. Selaniutnva senlata api tersebut dapat digunakan untuk tgfuan

lain selain hanra untuk koieksi

Sedangkan izln perna-kaian senjata api unluk olehraga adalah unlgk

menembak sasaran/target rnenembak reaksi dan olahrag berburu, setiap

olahrag:.,--,Lmelal n".enenbr,ik ',,ang akan diberl ;zin scnjaia api dan amiirusi

di\niihkan nreniadi inoonln Perhrliirr Qenirla vnn(, macrnr ipnic rl rn,,L-,,...

kalibernl'a ditentukan khusus diilam l'ejuaraan menernhak sasaran. lumlah senjala

api yang dapat diberikan kepada setiap olahragal\,an menembak sasaran dibatasi

maksimai 2 (dua) pucuk untuk setiap event (ienis yang dipertandingkan dalam

olah raga menembak sasararl.

Sedangkan senjata api untuk keiengkapan kapal patroli KPLP dan ka_pal

patroli Bea Cukai ],ang dasarn,va adalah izin-izin ).ang diberikan unluk

penggunaan senjata api, amunisi untuk kesaluan penjagaan laut dan pantai pada

Ditien Perhubungap fsr,f dan Kapal-kapal Patroli pencegahan dan penyelidikan

penl,eludupan pada Ditien Rea Cukai.
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I-ain halnva dengan kepentingan penelitian. serlata api untuk kepentingan

penelitian ikaiah diberikan kepada perorangan atau instansi 1'ang l-renar-benar

nretnerlukan senjata api. amunisi dengan maksud dan tujuan untuh kepentingap

penelitian ilmiah. jumlah dan macam .ienis senjata api. amunisi 1.ang dibenkan

izin adalah disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Sistem Administrasi Perizinan dan Pengawasan Senjata Api Non organik

TNUPOLRI

Dalam proses perizinan dan pelaksanaan seniala al)r \.ang digolonglkan

sen;ata api. Markas Besar Polisi Republik Indonesia. dan keu,ilar ahann_.,a

melakukan pengadministrasian sebagai berikur :

I Unluk Tingkat Poisek

a. Buku register senjata api/amunisi temuatr

L D..t-,, -^^:^+^- ^^-i^r^ ^-:1^-------:-: -:---.-u, su\u Isgr)!trr *\trtrld{.d,Jlil! <!t lt ulll5t 5 I titi-ttt

^ A',1 " "^^i.t^. oa^ior^ ^'.i/^*.,,-;.;usr\u i l5tJtwl ir,r l:!ii{; 4i:,; . - -1'

Polres/Polresta- Poruil/Polr^,.i ! tabes

Pengadministrasiam Sen! ata Api

a. Bul:u register pemilikan sen-iata api instansi/pro1,ek vital

b. Buku register pemilikatr seniata api bela diri/koleksi (olah raga senlirlx api

hrcil nrrcond I

Buku register penguasaan piniam pakai sen-iata api satpam/polsus

Buku register penghubahan senyata apilamurusi

Buku register pelaporan 1if ::-r'a senjata api

L.

d
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I

I

I
I

i

Lain-lain digolongkan senjata api .

a. Buku regisler pabriVtoko senapan angidmimis

b. Buku register penguasa^an piniam pakai stick gas igas spra-v* Satpam/polsgs

c. Bukr"r register kasus 1.ang digolongkan senjala api

3. Polda

Pengad rninisffasi an senj ata api/amunis i

a. Buku register pemilikan senjata api instansi/provek r,ital

b. Bukl register pemi[km senjata apr perl-.'akin (olah raga ii]enembaL

sasaran/target dan berburu)

c. Bukr-r register pemilil,an seniata api bela diri4ioleksi (olah raga sengata api

hasil opsgad)

cl. Buku register penguasaan pinia-m pakai seniata ;rpi satpam/polsus

e. tsuku register l.Jrusus penguasdan dari penggunaan senluta api

c f),,1... -.,-i-r..- ,.^*t ^li^- ^^-i^r.^ ^.^: /^*__-:^:r_ r. !!1\s ! vnSr> r!r ljvr tilr9llsr ) ut rt alt4 4lJtl 6111tul ll5t

o Rttkrr reoiqter t-rAno:lnoLrrtrn qpnirtr eni/om.rniciJ. auri, r !:*rt+aii riPir'fiiiit:i!tri

h. Buku register pelaporan tibanva senlata apr

i. Buku register senjata apilamunisi

I Buku register pemusnahan seryata apilar.',unisi temuan

k. tsul:u register senjata api/arnunisi sitaan

I Buku register seryata api/amunisi

Lain-lain vang digolongkan senjata api .

a. Buku register PTiPabriVToko Senapan angin/rrumis

b. Buku register produksi dan pendistribus:^n senapan angin
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c Buku register persediaan. pendistribusian dan

senapan angin

stock pada toko-toko

Buku regisler pemasukar dan pendislribusian stick gas/sprav

Buku regisler peng,sahaan pinj arn paka-i stick gaslgas spra'

Satpam/Polsus

I Buku regrster pemilikan dan penggunaan senjata ga.slsen-iata peluru

karet /air tase/semprotan gzLS

;1. Mabes POLRI

sisa

d

Pengadministrasi senjata api/arnurusi .

a. Buku register pemilikan sen-iatar api

b. Buku register pemilikau seniata

sasa-ran/targel dan berbum)

c. B,rku register pemilil:an senjata api

1.^.-:l -.- ----.1\

inslansi/provek t'r1a-l

api Perbakin (oiah raga menernbak

d

f

o5.

h

1.

J

k

I

m

bela ciiri/kolel:si (olah raga senjata api

RrrL tr ro,rrclor nah^rrecao- '.i-i.,- ,..1 ^i .^^i^i^ ^..i ^^r,.^,-./.-^l^..^!)rv{v, ,/vrrqir!i-r(l!ri r/rrr.;qiii ;J(ii\(i; -\Lii;di.: .ai,,i jJaurj: j_ i:,,uijL.lj

Bul. Lr r-egisl er tt.in f.hLrsLrs Ienguasaan darr g,sng,-1lrrlnn s+n jl1a aPi

Buku register stock senjata api/amunisi er Gun Shop

B,-rku r egi ster p-r emasuksr/pengeluaran sen j ata api,/an rurus i

Bu ku re-ei ster p enrb eh an s en-i a1a ap r/am unr s i

B u ku register p enghr b ai:ran senj ata, apilal r unis r

Buku register p engangkutan senj ata ap ilamuni sr

Buku register pelaporan tibarrva senjata api

Buku register senjata api/amunisi

B,-rku reglster penusnahan senjata- apilamunisi teluuar
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n. Buku register senjata api/amunisi sita.en

o BLrkrr register kasrrs sen"iata api

l,ain-lain vang digolongkan senjata api .

a B,,rku register PT/PabritrJTolio Senapan angir"rnlmis

b. Buku register produksi dan pendistribusian senapan angin

e. Br-rku register persediaan. pendistritrusian dan sisa stoci. pada toko-toko

senilpan angln

d. Buku regisler pemasukan dan pendistribusian strck gas/sprar

e. Buku register distributor senjata gas/senjata peluru karet/air taser dan

semprotan gas

f. Buku register pemilikan distributor pemancang paku beton

g Buku regisler pemasuk-an dan pendislnbusian pemancang pal.:u

h. Buku regisler kasus r.ang digolongkan senjata api

Dalan pr-:l:1-:a:la:: pcn-lbcrian i.:in pemakaian seniaia ar-,i nuli urglrrii,-

TNI/POI RI.i1r"1 dii.erta! ldUrl.a sisteln rrol r,.nr.. Arl . 'r /r.lr,:-.i ipniq lnrr+rrn

dalam hal ini. 1'aitu :

1. Laporan Periodeik

Untuk laporan periodri- i.ang dibuat terdiri dari :

a. Polresi Por..r,ii

L]ntuk lapora-n periodik ditua-ngka-n dalam laporan br.rlanan- triu.r-rlan

semester dan tahunan Sat Intel Polt il/Polres

t,. Polda

1) laporan bulanan

2) iaporan triwr.rlan
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3) laporan sernester

4) laporan tahunan

c. Mabes POLRI

l) laporalr hanan

2) laporan murgguan

3) laporan bulanan

4) laporan lriu,ulan

5) Iaporan semester

6) laporan tahunan

Pembuatan laporan daa pendistribusim laporan dilakukan dengan

L Laporan Harian

l,aporan harian rlibuat paela setiap hari dan pendistribusian kepada pimpinan

pada jam 09.00 wib

2. Leporm L{ingguan

I ntlorrn min<'orren dihrrcl celie rrr,.le ,nirro,,rr dan rlirlict.i h,'"i[.- I -^-,-l^. .--.JO-,--. "_-._ t' rui:.l:;\ffir r.vi.:iiuq

pimpinan setia hari Senin - Minggu

3. Laporan Bulanan

Laporm builanan dibuat pada setiap bulan dan disitribusikan selambat-

la.mbatnva pada tanggal 10 (sepuluh) bular berikutu'a sudah dilerir.n;r olefi

pimpinan/kes atuan atasan

4. Laporan Trir,r,ulan

Laporan triu,-ulan dibuat pada setiap trir,vulan dan didistribusian pada

pimpinan/kesatuan atasan selambat-larnbatnva pada tanggal 15 (lima belal

bulan berikutnl'a
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-5. Laporan Semester

Laporan seinester dibuat pacla setiap

didistribusikan kepada pimpinan/kesatuan

20 (dua puluh) Oklober tahun itur juga

Laporan Tahunan

akhir bulan September dan

alasan selarnbat-lambzrnta tanggal

didistribusikan kepada

2tt 14uo puluh) Januari

Laporan tahunan dibuat pada setiap akhir tahun dan

pimpinan/ kesatuan atasan selambat-lambarta tanggal

talrun rtu.juga

c. Kredibilitas POI-RI Daram pengawasan peredaran senjata Api Non

erganik TNI/POLRI

Penegakan irukuln vang urmmva diharapkan oleh masvarakat sebagai

hrngst polisi khusunr,a da.lanl penga_u,asati i_rer.^daran senjata api nitn organik

TNiiPoLF-t adalah penegalan hul:un pidl:: {:;z/i>;.ci;.tg iltc c;.imiir;! la.,i..y.

Seh:gar perlengl,ap-,an negara^ poli-"i ber-r,angg,_llg ja1ab rnelal:sanakar sel-ragian

lugas pemerintah seliari-hari. ,r,ailu menimbulkan rasa aman pada \,\.arga

masl'aral'a1 dari pemal.:aian senlala api. Tugas pernerintah ini dilal,ukan polisi

melalur penegakan hukum pidana, khususnr,'a rnclalui pencegahan ke.iahatan dar

men'elesarkan kejaha-tan ]'ang teryadi dengan nemirergunakan senjata api. Tetapi

dalam usahl menimbulkan rasa aman ini. polisi juga bertugas memelihara

keler-tii:an dan keteraruran dengan cara memtrerikan izin pemakaian senjata api

Dalarn melahsanakan pekerjaannl'a polisi tidak mudah memisahkan kedua

ftrngsi tersebut. 1'ailu antar penegakan hukum pidana dan memelihara keteraturan.
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Tetapi untuk keperluan analisa kedua l'ungsi tersebut hams dibe<lakan karena

menvan gkut kemampu an p ro fes ional 1'ang b erL'eda

Undang-Und;mg Kepoiisian (Ljndang-Undatg Nomor 2 Tahun 20OZ)

memberikan tugas dan il'enenang \rang sangat lr-ras kepada potisi Manclat rang

diberikan ini pada hakekalnl'a dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar. yang

pertafila adalah untuk mencegah dan menvidik kejahatan di mana akan tampil

ri,aiah polisi sebagai alat negara (penegak hukum) Mandat _r,ang kedua aagk lebih

sukar rnenggarnbarl,ant:r'a, polisi di sini benugas untuk rnemeiihara l.,etera!uran

dan keterliban dalam masvarakat. Watah polisi vang diinginkan di sini aclalah

sebagai ilengavom. ],ang memberikan perlindungan dan pela.vanan kepada

*^^-.^-^l-^+
Lltal,5\ 4tdt\.-tt.

Kedua i.ralah polisi ini. sebagai penegak hukum dan seh,agai pengar.om

memberikan khas liepada tugas dan \l/ewenang pollsi indonesia clan menciptakan

n-,lo r-rro{rr 1-.,1-.-^ *^l;-: ^l-^--L'rru.r_Y.! F!-'rrrr -)4!15 dIcUl llltillr;rltUt!<!ll [tgglUllllitsll]'a Oalam

masl,araLat.

Sebagzumana telah disebut di atas. mas.,.arakat menginginkan bahr-ra polisi

menegakkan hukum pidana dengan mencegah lvarga menjadi korban kejahatan

dan kalauplm rvarga ada vang menjadi korban. polisi harus menglrngkapkan

kejahatan tersebut dan menangkap pelakunr.a. Temtar,ra terhadap kejahatan

dengan kekerasan da.n keiahatan serius terdapat desakan masvaraliat vang kuat

agar polisi melakukan lugasn),a dengan cepat.

Namun dalam tisaha penegakan hnkum ini. tugas polisi tidak sQia

menvangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisiiuga dirvajibakn menegakn

hukum dalam keiahatan-kejahatan ringan sifalnl,'a. Dan lebrh luas lagi. polisi juga
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diminla menegkan peraturan adminrstratif (r'ang sering mempunl,ai sanksi

pidana).

Polisi vang digambarkan di atas adalah sebagar "larv enfbrcer" dap sebagai

"erinte fighter" Khususn-r'a setragai erime lghter terhadap r,iolent and seiogs

fighter. Dalarn peran ini polisi harus mengambil inisiatit proactive crime fighter.

Dalam peran ini polisi harus mengamtril inisiatif untuk mencegah para peniahat

dan bukan baru bertindak apabila korban memrnta bantuan. Pekerjaan polisi

dala:n penstiu.a-perisliii'a seperii rru <1apa1 dribarall,an ''mempergunakan apr

untuk memadamkan kebakakarn". karena polisi sering diharapkan memakai pula

''kekerasan"

t<-redibilitas polisr <li sini mer:rang sering angker (ditakuti oleh orang-iahar.

yang adalal.iuga i.,arga masrarakat). Gambaral mr-rnu masr'araka-t bahrr,a polisi

harus ditakuti pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknva yang nakal uniuk

d ipanggilk-zn pal, polis i.

Crtra nolisr Peneuak !rukum rlrpsl-s11!!1 pLrlr. oleh si!:li: lmhl., alen

nrasvarakat Pada satu pihak r.\a,rga- musl'araka,1 mengharapkan perlindgngan dari

polisi terhadap orang-ora-ng 3aha1, ],ang berada dalam masyarakat. tetapi pada

prihak lain mereka tida-k suka apabila polisi mempergunakan upaya pal,sa

menggeledah. menangkap dan menahan terhdap drri mereka sendiri Sikap

arnbiialen (mendua : srmpali letapri juga tidka snka inr membuat polisi tidak

tnudah. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalarn

menemukan j ati dirn_"-a.

Untuk memenuhi harapan masl'arakat agar polisi cepat menyelesaikan

keiahatan maka organisasi polisi sering harus bergera,L seperli orgrurisasi militer.

oXi".,.*, *' - lii \,\t* "
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di mana kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidak berdasarkan penilaian

sendiri sering tidak dibenarkan Budar,a- ,t"tililer \/ang mengutamakan disiptin ketat

dan bergerak sesuai kelompok drutamakan

Sistem militer melajrbakn bahna dalam geraka_n operasi polisi harus

dapat bertindak sebagar organisasi rang sipa melakukan kekerasan fisik. Polisi

juga diberikan sen-iata api untuk dapal melakukan tugas ini dengan baik. Cara

ker ia seperli ini perlu karena para orang jahat dalam masl'aral,at sering tidak mau

tunduk, parla keu'enangan polisi dirr bersikap atauplln secara nrjata rnelar^ialr

perinlah polisi. Keu,enngan polisi merripergunalian kekerisan sebagai upa),,a paksa

adalah Lragian penting dan inlr da:r fungsi dari peranan polisr mernerangi ke-iahatan

dan rncmbeia diri terhadap aiicainan iimbuln-ra luka parair aiau kematian.

Ke_rvenangan mempergrinaka:r. lbrse sebagai ulla\,a paksa berarti

mempergunal:an kekerasan berdasarkan hukum untu[: memkasa seseorang

menz-1,-rhi perintah polisi r.:ng bertindak ',lnlul, kepentingan .!imlim. Pcngg,;naait

kekerasen rret'intah lrolrsi ranrl r'lerlLr diherikLn lrgr lleh Lrnd,ug-'-rndang- !.1.enr

ini bagian dari ma,ndal vang dil''erika-n oleh mas.r,arakaf k-epada poltsi untul,

melarvan kejahatan. Yang selalu rnenladi permasalahan dan karena itu perlu

pengaturan. aclalah penggunaan kek-era;an 1'ang elampaui keperluan atau malahan

vang melampaui batas lenajaran. Inilah 1,ang perlu diatur. baik melalui kode etik

kepolisia-n. tetapi juga rrntuk hal vang terakhir mela-li aluran yang memuat sanl,.si

disiplin dan sanksi pidana. Hanva apabila \\rarga maslarakat dapat memahami dan

menl'etujui adan1,-a standar 1'ang rvajar dalam penggunaan kekerasan oleh polisi.

maka citra polisi 1'ang selan.ta ini sering tercoreng oleh perilaku indir,idu polisi

dapal di.perbail:i -qrkap ambivalen masy'arakatt perlu drperhatikan pula di sini.
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Dalam bahan pustaka krinrinologi dikenak istilah '-deadly force,, sebagai

salah satu isu tentang kepolisian Yang ,.limaksud di sini adalah .,the action og

police officer lr,ho shools and kills ol'suspect".z8

Di Indonesia isu inipun ada- lerutama a1,"abila ada perintah atasan (dalarn

ga1"a budal'a militer) untuk melakukan tembak di tempat. perintah ini dianggap

sebagai bertentangan dengan pcrlindungan hak asasi manusia- karena tersangka

bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bilamana suclah ada putusan

<iernikian dari pengadilan. Perintah itu hanrs diiafsirkan hanr.a berlaku apabila

terdapat tersangka yang melarvan dan menyerang polisl dengan senlata- sehingga

meng?rilcaor timbuln,va luka p.rrah atar! kematian (pada polisi atau korban

i.:e.jaiiatan). Dala-qr ancaman )'ilng iebii'r renciah siiarnr,a. polisi harus

memperglrnakan taktik pertahanan diri. .lela.s di sini ada- perberlaan dengan ga,va

atau budal'a militer. ,vang dalam menghadapi larvan berupa musuh memang harus

.--.*^,--.-.,.-^I-^.- ,l^^.ll: f^-^,- \/^--,, :,-.-^ *-----^^l- 1,-^Jil-i1;r^- -- -r:-: - _r _1_1-r11lrrrtrvrsurl<lF-4rr uu4urr lutUs. I ers jLr54 rtlEl LI-\aLI! i:.!S(1lLrtttti15 pUttsf 4UiI,la1II

pellggur32n !:el:eras:n y.,ang rnelelnp:ui Leperlum C:n sering melampaur balas

keu,ajaran terhadapp tersangka vang berada dalam tahanan.

Dermkian pula halnl'a peiaksanaan penga\\.asan peredaran seniata api non

organil- TNIIPOLRI, akrena dervasa ini masvarlkat dihaclapkan bentuk-trentuh

kejahatan dengan rnemakai senjata api, sedangkan senjata api izrnn-\'a atali

sumbernva han,r,3 trisa didapatkan Cj ft--'donesia melalui permohonan liepada pihak

kepolisian (secara legal). juga bisa dapat melalui penvelundupan (secara illegal)

tanpa memiliki izin dan kepolisian. Kenvataan lainnya 1'ang duitemukan terhadap

ketahatan-kejahatan dengan mempergunakan senjata api vang dipakai oleh pelaku

rs Martljono Reksodiputro, Polisi dan Masyarakal Dqlfitt Eru RefonnrLsi Sebogai
Peneg*k H*kurtt..Iuriral Polisi Indcnesiu. l'ahun I. Se1;ternber 1999 - Apnl 2{tUC, }ral. 79
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keiahatan adalah lenis seniata api vang (

kemungkinan besar nntuk terungkapnva ka:

Tetapi kenvataan r,ang ditemukan bahrva 1en

pelal'u ke.jahalan adalah senjara api vang

maka hal ini semakin memberatkan tr

penga\\ asan terhadap senjata apr

Dengan demikian maka pelaksanaan

juga masva.rakat ,r'ang memakai senjata apr

bagi kredibilitas POLRI dalam penga\\,asan f

D. Aspek Hukum Kewenarigan POLRI [i

datt Llndang-Llndang Nontor 2 't

Fenyalahgunaan lzin Pemakaian Senja

Fer:r,idilan slau pengusulan d*lain a.

qenrarrl ferqa,rr-rL-a anahila rrrrno lprqehrll te

peristiu.a- prdana. Peristiiva pidai-ra itu dapat d

1. laporan atau pengaduan

2. pemberitaan pers

3. kedapatan te(angkap tangan

Suatu penstirr,a meiipuli soal apakah

atau siapapelakunl'a (dedernl'a). Maksuel pi:

penyidil: dapat mempertirnbangkan benar 1r

tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu peng

pemeriksaan;'ang dapat dianut. 1r'aitu .

.an iz

-, 
jaha.la

jata a1r

:r1kan

kepol,

;ama d

r-a tidi

ran se,

,-i Pen'

; 20t

ri

r::lakLri.

rui me,

,r telah

isaan i

;"a teli

,ur hul

i:h kepolisian maka

,--btrt s*rrraLin besar

g serin5l dipakai oleh

r,asar gelap (illega-l)

dalam melakukan

instansr terkail dan

n'nrtl r,!., d iperlukan

:lpi.

ivienru-ut KUHAP

p:rbi!il '['erdapa-t

,{:l^i-,,l .-," r ^-L^l^,^!+ t!(lA_Lrr1-cu r !w! !rouGF,

ralrr lprrlr,rlqn eterr. rtL 9. ..-.,

;li per!:ti-rva pirlana,

ii-tama:tama supa,va

liadi ti;:dka pidana

aAa 2 idua) sistem
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2.

Sistem Pemenksaan Inquisitoir

Sistem Pemeriksaan Accusatoir

1. Sistem Penrcriksa.un Inquisitoir (arti kutu penwiksaun)

Sistem ini menganggap si terdaku,a itu seLragai suatu ob.iek- suatu barang

yang ltarus diperiksa *,ujudnya berhubungan dengan suatu pendakrvaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18 sifat hukum acara pidana menganut

sistem inquisitoir ini. Bah.,r'a si perneri!.:san tidak larang mcirggunakan

bangkur/pemeril:sa/penyidik agar si tersangka mengaku sa-1a perbr.ratann'a itu Jadi

di sini cara peinbuktian itu sailgat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemenksaa-n r''tijud ini benrpa pendengai'an si ie15ssof,-, ieniang dtnnl.zr

pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakrvaan t'ang sedikit banr ak telah

di1,21i,rt kebenararrnl,a oleh rang mendai'n'a rnelalui sumtrer-sumber pengetahuan

di luai tersangl,a, rna!:a pendengaran lersangLa sudah semestin.,.a merui;akan

t:reniiorong kepada ters.rngka- -cuPa],a *relqak-ui saja Lesalahar:l"r':.. \4inat

mendorongkan ke alah suatu pengakuan salah inr biasant.a berhubung dengan

tabrat pendaliu.a sebagar seorang rnanusia belaka. adalah begrlu hebat. sehingga

dalam praktek pendorongan ini berupa penganial'aan. Sistem ini dipakai di tingkat

pemeriksaan pendahuluan dan ststem perneriksaan ini terjadi servaklu berlakunr.a

HIR dr bumr lrrdorresia ini.

2. Sistem Penrcriksaan Aeutsatoir (arti katu menuduh)

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdalilva sebagai suatu sulrjek

1-ang berhadapan dengan pihak lain r,ang mendaku,a- l,aitu kepolisian atau

.+8



kejaksaan. sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak itu masing-masing

mempr:nvai hak-hak vang sama nilainr,,a dan hakirn berada di atas kerlLra belah

pihak itu untuk ment'elesaikan soal perkara pidana antara mereka 1penurut

peraturan hukum piclana,r'ang berlaku.

Bahlua silat sistem ini mulainampah setelah Revolusi Perancis tahun l97l

mela-lui Code Penal Perancis. cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan

dilakukan di muka umum. sehingga tindalian se\\.enang-\\,enar1g berakhir. Begitu

juga kepada terda-krla telah diberikan kesempata,n untrilr mernLrela diri Fial inr

-juga sama kedudukannia (keadaanny'a) di Negeri Belanda r,ang pada u,alitu itu

telah termasul.- ke da]am kekr"rasaan Perancis.

Kalau di Indonesia kea-daaii sepertl ini lebih diperlegas iagi. ijai ini

termuat dalam Ur-rdang-Undang Nomor l4 Ta-h,,rn 1970 (Llndang-r_)ndang lenta-ng

Ketentuan-Ketentuan Pokok Keliuasaan Kehakiman) 1.ang menvebutkan bahu,a

setiap ora:lg, '.'ang drsa,ngka. dllangl,,ap, ditahan. diii;ntui dan aiaii dihadapkaii di

dennn npn<redilen rr-aiih diarroorr, tirlrl- herqelah cahalrrm qdqnr.q nrrtrrcon-. --_.! -_

pengadrian= \'ang men-\'atakan kesalahani-n'a da-n memperoleh kekuatan huLun-r

vang tetap (Pasal ti). vang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah

(preseumption ol'inne-'cent). sehingga terdaku.a di dalam hal ini berkedudukan

sebagai sub.iek 1'ang berhadayran dengan subtek penuntut umum/jaksa

Di depan persidangan baik terdaku'a alar:prun pen"rtrela maupun penr,rntut

umum/iaksa oleh hakim akan diberikan hak vang sama. serta kesernpatan r.ang

sama. Akan tetapi dan semlra kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut.

maka kesempata' terakhir selalu diberikan kepada lerdaku,a. Misalnr,a setelah

penunlut umum membacakan tlrntr-rtann\.a (requisitoirnva). maka gilira-nn!a
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diberikan kepada terdakt'a atau pembelanr.a hak pembelaan dar jika penuntut

Lrmum meminta replik- I akni ingin nremberikan tanggapan terlradap nola

pembelaan terdakrva/penasehat hukumnt'q vaknr tanggapan atas reptik tersebut

Demikian seterlrsnva. hrngga saat kesempatan ilu dihentikan .:leh hakilt Jika

hakim memandang bahu'a telah cukup kesempatan-kesempatan ,_vang diberikan

kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan pufusannya.2e

Pasal (r9 KUHAP menvebuikan "penasehat hukum berhak menghubungi

tersangka sejak sa-a1 ditangkap atau dita.han pada semuA tingkat pemeriksaar

menurut tata cara r-ang ditentukan dalam undang-undang ini."

Pasal 70 a,r'at (l) rnenvetrnt"kan "penasehat h,lkum sebaga-imana dirnaksud

dalam pasal 69 berliak rnenghubungi drm beibicara clengan tersangka pada seiiap

lingkat pemerilisaar dat setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkara,nva,''

Pasal 73 menvebutkan "penasehat hukum berhak nrengirim dan menerima

s r-rrat dari tersar-gka s e1i ap ka.! i d i !-ehend aH olehni.a. "

Pasal I 1-5 a) a1 ( I ) men'ebutkan '''1alam hal lenf idik nelakr,rl.:an

premeriksaan terhadap 1ersangl.:a. pena-sehat huk,rm dapat mengikuti ;a-lannva

pemeriksaan dengan cara melihat serla mendengar pemerikaan."

Pasai ll5 a1'at (2) menlebull,an '-dalam hal kejahatan terhadap keamanan

negare- penasehat hukuin dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat

nrendengar p emenksaan terhad a-p tersangka.' 
-

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisatoir vang lunak. maka dalam

prakteknl'a tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penielasan-

penjelasan tentang pertanyaan dari pen,vidik 1'ang kurang ia pahami. baik arti

re Martirnan ilorJlohamidlqo- Kedaduksn I'ersangka dun
Petteriksatn, Seri l)enieiaiaat Ficadilaii. hal. 19
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maupun perttulvaan Yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanvaan rang bersifat

nrenlerat. maka penasehat hukirm rvajib memberikan penngatan kepar"la tersan.qka

akan adan,va jeratan itu 1'ang harus dihindan alau ia tola Karena i1u di dalanr

sistem inquisatoir vang hrnak tersangka lidak diperlLrkan sebagai objek ataLr

setragai barang vang harus diperiksa lr,ujudnva berhubungan dengan suatu

persangkaan- akan tetapi tersangka sebagai sr.rb;ek. diminta keterangan -v-ang 
jelas

dan terang apakah perbuatan l'ang dilakukan olehn1'a itu merupakan perbuatan

pidana atau tidak. Dalam pelneriksaan ini tidak dipr:rkenankan u;r1.uk memperolelr

sualu pengakuan saiah. seperti di dalam HIR sehingga olah karena itu penvidik

ti d ak d ibolehkan melakukan penganiavaan terhari ap lersan gka.

Sebagaimana ]:arlg kita.jumpai cii daiani Ptsai _52 Kir'HAp. bahu,a _r,ai:g

hendak dicapai atau diperoleh adalah keterargan lersa:rgka atau terdakr,r;a bukan

pengakuan tersangka atau terdakrva. Bunvi Pasal -52 KUHAP tersebul adalah

:eblgai l;erikut "dalam pemeriksaan pada tiiigkai pcn-,'idikaii dan pengadii;*.

iersa:tql-a atar-r terrial:rla berha-k memberi!-an !:er,eren:ian s3c3r: !"leb.rrs !:--:-.:d:ri,!i,i* ia!,i7tai:ij

penl,idik atau haliim."

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 21fi2 tentang Kepolisian Negara

Reputrlik lnrlonesia tidak ada secaea spesrlikasi menerangkan proses penl,idikan

tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterangkaa

mertipalran urutan-urutan proses penvidikan vang dilakuka-n k-epolisian. Adapun

isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20O2 adalah

1. Dalam rangka meny'elenggarakan fllgas sebagaimana dimaksud dalam Pasai

13 dan 14 di bidang proses pidana l(epolisian Negara Republik Indonesia

Lreruenang unlrrl :
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a.

b

,\4 elakukan penarrgkapan. penahanan " penggeledahan dan penvilaan

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat ke.iadian

perkara untuk kepenlrngan penvidikan

N{embarr,'a dan menghadapkan orang kepa-da peni,idik dalm rangka

penvidikan

Menyuruh berhenti orang vang dicurigai dan menanvakan serta memeriksa

tanda pengenal diri

Melakukan perreriksaan dan penyitaan sura,t

N4emanggil orarlg untuk drdengar dan drperiksa sebagar tersangka atau

saksr

g N'lendatangkan orang ahli r.ang diperlukan daj:u:r hubungann'a dengan

pemeriksaan perkara

h. Mengadakan penghentian peny.idikan

i n,{^-r.^-^Ll-^'^ L^-t-^-.-^-1.^-^ l-^--^l^,-_-,urGrr\.ur L,!r a(D VsrL.tt.L N(,IJ4(lal ptr!ltffltUt UlMl{I}

.l \'!encLiul-an 1-.ern:inta:n secArn !an3sr-rng I..e;;a,Cii;_-iirljii i;.i,igi;:r..1;ia;,,

keadaan mendesak untuk melaksana.ka,n eegah dzur tangkal terhadapp

orang \:ang disangka melakukan tindak pidana

e.

t

k. Lr,lemLrcrikan petun3uk da_n bzurtuan penvidikan l:epada

negeri sipil serla menerima hasil penvidikan pegax,ai

d iseral-rkan kepada pennntut rlmlrlrl

penvidik pegar.r,ai

negeri sipil untrik

L Mlengadakan tindakan lain menurut hukum l.ang bertanggung ja*,ab

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud avat (l) huruf I adalah tindakan

pem'eleidikan dan penvidikan r.ang dilaksar-.'an jilia memenuhi sr.arat

sebagai Lrerikul .
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Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukuml

Selaras dengan kew'atiban hukum )'ang mengharuskan tindakan tersebut

dilakukan

Harus patut" masuk akal dan termasuk dalarn lingkungan jabatannva

Perimbangan yang la1'ajk berdasarkan keadaan 1.ang memaksa

Menghormati hak asasi manusia

Polisi juga berperan sebagai penga\vas terhadap kegiatan pegauai negen

sipil dalam mela.kukan penvidikan. Pegai.r,'ai Negeri Sipil dalarn suatu insta-nsi

pemerintah vang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penl.idik

pega-ivai neg*'ri sipil, dalam menialanLan tugas dan \r,ewenangnr.a- harus berada di

barvah koordinasi Kepolisian. sebagarmana telah diiegaskan clatam Unciiurg-

LJndang Nomor tt rahrn 19Bl (KUHAP) dalam pasal 7 aiat (2) r.ang berbunr.i .

Penyidik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal (r a,vat (l) huml. b. mempun,vai

F.'e11ien?!')g ses,.r:! d::gan '-::-ldrng-undang lr'ang men;adt dasa; hi;kiimn-ya masiiig-

masing dan daiam pela-l-sanaan tuga-snr.a berada di ba.,lah Loordrnasi dar:

pengawasan penyidik tersebut elalam Pasal 6 ar,at (l) hunrf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegar,r,ai negeri sipil harus

mengadal'an hubungan kerja dengan penr,idik Polri. Sekang timbul permasalahan

pada kita- hubungan ker.f a 1'ang bagaimana 1'ang dimaksud di sini

Bah*'a da,lam hubungan ke{a antara penl,idik porri dengan pejabat

pegarn'ai negeru sipil r ang diatur clalam Undang-Undang Nomor B Tahun l98l ini

adalah meliputt pelalisanazur koordinasi. pengalvasarl. pemLrerian petunjuk dan

a.

b

L-

d
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penlberian bantuan penvidikan dari penf idik kepada penvidik pegalai negeri sipil

adalah didasarkan pada sendi-sendi hubunean fungsional.3t)

Bahri.a apa vang drmaksudkan dengan hubungan kerjl antara penrrdik

Polri dengan peni'idik pegau,ai negeri sipil adalah hul-rr-rngan kerja tungsional

untuk meu'uludkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan

tugas. tungsi dan peranan Polri dengan instansi pemennfah lainnya dalarn rangka

pelaksanaan penr-idikan tindak pidana te(entu.

Bahr.r,a urtuk menjaniin kepastian hukum dan dernr kelancaran

pelaksanaan hubungan di atas. maka oleh Departemen Perlahanan Keamanan

N;larkas Besar Kepolisia,n Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan

petuniuk leknis No. Pol : Jul:nrs/0-5/XI/t9tt3 tentang hubungan kerja ania"rit

penfidik Polri dengan pelabat pegartai negeri sipil. kemudian dilanjull.,an denga.n

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. pol. 
.

sK-trP/34.!)./xJl98-5 ro.ronr'l ""'-r ^n;a-^ i.cordinasi dan rncngail'asa-il peiaL,at

!resau,ai negeri sipil

Baiklah d ari kedua peratlrran-peraturiln tersebut kita aka-n bahas

pelaksanaan hubungan kerja antara peni'idik Poln dengan pe.iabat pegar,r'ai negen

sipil -r'a-ng zrnlara lain hubungan l.=erja itu meliputi :

l. Koordinasi

2. Pengau'a-san

3. Pemberian Petunjuk

4. Bantuan Penvidikan

5. Bantuan Taktis

u' Riduan sYahrani, lleberupu l-Ia! tentarig l{ttktttit Acara Pidana. Ah-riiini- }}iipdrilig, l9B3
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l. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan ker.ia antara penvidrk Polri dengan pelabat

pegau,ai negeri sipil. dalam rangka pelaksanaan penvidikan tindak pidana vang

menvangkut bidang tefientu- alas dasar hubLurgan fungsional dengan

mengi ndahkan hirarki mas ing-masing.

Bahu,a pelaksanaan dari pada koordinasi ini dalan-r bentuvpola-

pelaksanaannva adalah :

1. Mengatnr dal menuzurgka-n lebih lan1ut dalam kepuhrsanlinstruksi bersama

2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau rva-klu-rrraktu terlentu l':rng dipandang

perlu

3. Menuniuk seorang atau lebih pejabal-pelabat dari masrng-rnasing ] ang

dranggap marnpu setragai pengh,=rbung

J l\/[oirlalo^r.'o"o[-^- ^--,]:lil-^.^ J^.^ l.-.;!.-^.^ l^.^.-^-- -^^---I-^----- -r:e'eaabbq.'4^atr l/wrrsrur^arr q4rr,s!rr1.1il utrlrE.nr iJtrtttrh.inlatt ul uluanq

PenVidikan

2" Pengututtsutt

Pengarvasan adalai proses Dengarnatan dari pacla pelaksanaan selnruh

kegia-tan penvidikan pejabat pegau.ai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan

penl'rdikan untuk meniamin agar seluruh kegiatan penr.idikan 1,ang sedang

dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan ber.jalan sesuai

denga-n ketentuan hukum l,.ang berlaku. Sehutrunga,n dengan ini. I,aitu tentang

bagairnanakah bentuvpola pengau,asan dilakukan oleh penyidik polri. maka

marilah kita liira-t Undang-undang Nomor I Tahun t9ftl jo petunjuk teknis No.
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Pol. . Juknis/05iXl/l9li3. Adapun bentuk/pola pengarvasan itu adalah sebagai

berikut .

a. Pe.iabal pegauar negeri sipil dalam melaksanakan penvidikan tindak pidana

tertentu vang termasuk lingkup bidang tugasnva maka pejabat penvidik sejak

arr,al diterimanva laporadpengaduan rvaj ib memberitahukan kepada penvidi k

Polri (Pasal 107 a1.at (2) KU[{AP)

b. Dalarn hal tindak pidana 1,ang sedang dilakukan oleh penr.idikan oleh

penYi'1ik pegau'ai negeri sipil Diketemukan truklr vang kua-1 unlirk rlia-luka-n

kepada penuntut umum, maka pejabat pegau.ai negeri sipil r.,ajib melaporkan

(laporan perkemlrangan pen'idikan) hal it* kepada penviclik polri

c. Daiaii:i hal iindak pidana telah disidik oleh pen,r,idik pegarvai negeri sipil ia

segera menl'erahL-an ha-sil penvidikannl'a, (laporarr dar: berka-s perk;rra! Lepacla

penuntut ulnum melalui penvidik Polri (Pasal i[)7 avat (3) KUHAP)

,l Dalam hal pen-r-ldik pegrlr.ai ncgcii sipil n:ctigl.-itiikan pdrilidiklxr. iriaria

uaiib seoer: nienr.l-reritah,;l:a-n hal itr, l er d: ne-r,ir-! i!r Dnt.i .r^- h^,^.!.-+r.l"_D-"-' -rif ;u4 yvii-!.u!,\ r Uii i Uriii ifgiti-iiiii"ji

umr_ilTl

Adapu alasan-alasan penghentian penviclikan antara lain :

a. l-idak cukup bukti

b. Perkara tersebr-i1 bukan linCak pidana

c. Dihentikan denl hukum karena:

l) tersangka meninggal duni4 kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara

lain : tindak pidana penr,elundnpan. turdak pidana ekonomj dan tinclak

pidana korupsr

2) Kadalua-rsa penuntlrtanrlya

i
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Pengaduan lindak pidana dicabut kembali

Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan !'a11g telah

mempunyai kekuatan lrukum tetap

Penrelesaian di luar sidang pengadilan

3. Pemheriun Petunjuk

Petuniuh adalah tuntlrtan atau bimbingan tekni,s penr.idikan 1,ang diberikan

oleh penvidik Polri kepada penvidik pegari ai neqL'ri sipil dalam rangka

pelal'sarraan penvidikan. bimburgan ilu traik teknik rnalrpLrn taktik

Bahvra dcmi untuk menjamln terselengarant'a koorciinasi dan penga\i.asan

,r,, l.-^,.^.^ ^.,L^:l L^:l -- ^ ----l I rriil 0engfij] Se0irii\-Dziii\it\ A. initi. I oleit penr idrr; Ptrln memLrerikan petLrnitrk-

petunjuk serta diminta alau fidak diminta berdasarkan tanggung -jarrabnl'a r-rajilr

memberikan barri"uan penvidrLan i'ang diperlukiur Adapun dasar clari pada

pen-iber:an peturyuf ini da;:at kila lihal dari ketenti:an Uu.lai.g-i.Lrli.urg iiurrior i,i

Tahun l9.Rl

Pasal 107 avat (1.'l rnen-r'ebutkan ''untuk kepentingan penvidikan. penr.irlili

tersell-tt pada, Pa-sal 6 aval (1,) hurut'a memtrenl,an petunjuk l.-epada penvidii.

tersebut dalam Pasal 6 a1'at ( I ) huruf b dan memberikan bantuan penl,idikan r.ang

diperlukan. "

Kemudian lebih lanjut dalam penielasan Undang-Undar-rg Nornor 8 Tahurr

l98 I drn-r,atakan :

Aval (i) :

Penvid ik setragaimana dimaksuel dala,m Pasal 6 ai at ( I ) hunrl a. diminla atau tidak

diminta berdasarkan tanggung jnu,abn-va iva jib memberikan tranluan penr i6rkan

3)

4)

5\
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I

I

t

i

kepada penf idih sebagaimana dimaksud dalam Pasla 6 ar.at ( I ) hurul b. Ljntuk itu

penf idik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 a1'at 9l) hurul'b se.iak arval rvaiibr

mernberitahukan tentang penvidikan itu kepada penr,idrk tersebul pacla pasai 6

a1'ai (l) huruf a.-'1

Demikian juga ketentuan dari Pasal 107 a-1.a1 (3) "dalam hal tinclali pidana

telah selesai disiCi!: oleh penf idik tersebut pada pasal 6 a).at 9l ) huruf tr. ia segera

menverahkan hasil penvidikannva kepada penuntut umum melalui pemridik

tersebr:1 pada Pasal 6 ar,a1- ( l ) hun l'a- "

Di dalam penjelasann),a disebutkan "laporan clari penyidik sebagaimana

dirnaiisud dalam Pasal 6 al'a-t { l ) hunrl Lr. kepada peni idik sebagaimana dimaksr_rd

dalam Pasai 6 a}'a1 (l) hi,rr'-ri a ciisena dengan berita acara pemeriksaan vapg

dikir-ni kepada penuntut uri')un-r.

Demikian juga haln-r'a apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada

11A6 r 'a\1 "1
lJ!4!L!111!tl !rlrlttttl.

De:ni!.irn!:h bebel':pl cla:ir da:l ;;eco;:-lan pcr,i i,Jili i.lr; .i;il;rii r;rrryi,ir

memtrerikan petuniuk-petr"ur;uk liepada pe.nfidik iregari.ai negen sipil clalam

melaksanakan tugasnva 1.ang opada pokoknl-'a pemberian petun-iuk itu rneliputi .

- Tat-tik dan teknik penf iclikan

- Taktik dan teknrk penindakan

- Taktik dan teknik pemeriksaar.r

- Penvelesaian dan penverahan perkara dalam rangka pelaksanaan pen,viclikan

- Pembinaan adminislra.si penyidikan dan statistik kriminal

3i Soedjono- Penrcriksstn Pendahulaan l*fenurut KUHA?- Aluruni, Baniiune. 1983. hal.
2t
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J. IJuntuan Penyidikan

Bahu,a adakalani,a sarana dan pr-asarana \,ang dimiliki oleh pen_r,idik

pegavlai negeri sipil dalarn upa\a melakukan penr,idikan ticlaklah selelgkap dal

sebaik sarana dan prasarana vang dirnilki oleh penvidik Polri. sehrngga dalam

pelaksanaan tugasnva melakukan penvidikan. l:emungkinan besar mereka harus

rneminta bantuan penyidikan kepada penvidik polri, baik bantuan teknis marjpun

ba:r1uan taktis. Adapun bantua-n teknis adalah berupa keahlian. r.aitu bantuan

pt'nl.eriksaan ahli dalarn rarigka- pembukt;an ].ang melipLrtr ideltillka-sr dan

laboratorium kriminal .

a. Identitikasi .

L) pengolahari hasil iremotretal krirninai

2,I Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik ;ari

b. Laboratorium Kriminal :

l'enieril;s{lt"n si,--caia laboratoriiim terhadap !ra,aLirg 'oiii,ti riirrg dikeiernukarr

melilLrli :

1) Pemerikaan kimia l.:ehakiman

2) Pemeriksaan racun kehakiman

3) Pemeriksaan fisika kehakiman

4) Pemeriksaan balistik l:ehakiman

5) Pemeriksa,an kedokterm kehakiman

6) Pemeriksaan dokumen kehakiman

7) Pemerilsaan uang palsu kehakiman
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J-. Bantuan T'eknis

Yang dinraksud dengan bantuan teknis. 1,aitu

dalam rangka peni'idikan oleh penridik potri clalam

pega\\ar negerr sipil di bidrurg tindak pidana tertentu

ketentuan undang-undang.

berupa tenaga dan peralalan

rangka membantu penvidik

sepanjang hal itu memenuhi

Bahrra bantr:an tenaga dan peraratan \ang diberikan oleh penyidik polri

kepada pen'idik pegau,ai negeri sipil ini dalam u,u-judnr.a dapat berupa tenaga

person:il- tertilama dalam ra-ngk-a, melakukan upa-\,a cian penr,itaa-n Demikian juga

bantuan berr.rpa peralatan dalam rangka menun-jang suksesnr,a penyiclikan. seperti

rnisalnva persenlataan. alat transportasi rla-n Iarn sebagarnl.a.

iadi demrkianlah beberapa bentuk pola peiaksanaan ciari peela hubungan

kerya antara penvidik Polri denga.n penr.iclik pegau,ai negeri sipil dalam ra.ngka

per\r'u-iudan koordinasi dan pengai'r'asan dalam proses penl.idrkan tindak pidana

todanl.r..-'.., ,l^l^- L^l:.^: +:^l^1,.^:l^-^^ l: L:r-- :
,! 4rr5 ucr.$rr r{6!1 1ll1 lllru<r^ l,LlJ<l-tlal L1r ului{Ig tllllgras!.

Qleh Sural l-ep'utusm Iiepllr Ke;;clsiar: P.ci:ublih li'idonesia 11.1o. pol. 
.

SKEP1369,/)V198-5 dialur mengenai mekalisme pelaksaiiaan koordinasi da_n

penga\!'asan penfidik peganai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme

tersebut meliputi :

a Hubungan keria secara koordinatif fungsional cllaam pelaksanaan koortlinasi

da:r pengarr,'asa,n. dila-ksanakan langsung oleh Direktoral RLrserse (eq Subdit

Konva-s PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Koru,as ppNS

pada Kesatuan Kenilavahan (polda. polu,.il. polres)

or.,



L-

F{ubungan ker.ia dilaksanakan secara horizontal lungsional dengan tidak

menutup kemungkinan hubungirn I'ang bersilat diagonal dengan

pengaturaml-a sebagai berikut :

l,) T'ingkat deparvemen/instansi trerlrLrbungan dengan Sut--'dit Konr,as PPNS

pada Direktorat Reserse Poln

2) Tingkat Kanu,il berhubungan de;rgan nnsur [-on-as PPNA pa_da Satserse

Polda

3) Tingkal Kantor Kabipaten trcrhuLrungan dengan r:nsur PPNS pada- Satserse

Polr-r'il/Polres

Penelrdikan pada prinsipnr,'a dilakse,nakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse

dengaii mekanisme pelaksanaannr.a danat diarur sebagai berikut

1) Disentralisir ol-"tr Subcht Kor-n'as PPNS untuk PPN'q dan selumh

departemen/instansi di pusat maupun di daerah

a\ n:l^1.^^-^l-^- ^1.-L 1/ -*--^- nnrl6 t ,
lii r/iiiai\rclricE(ur ulEll utnLrl r\u! _\,t ?t.: rrt\D pil(la s€uilf,) J.(JIoa oellqan

[,tnrdinrci rl,,n '.o^,'^.. ^..- ^-.i 
Q"t-,{,r L'^-'..^. DD\!q ni! --. ! .r-.. -.,....,--u-.: t,!!i5i:i.,,,.,ir qririi ,j(ii,riri t\viiigJ i I i\J ul(Jf tlg (tt(,u tltllUl-

Llnsur Korl\.as PPNS pada kesatuan keu.ilavahan

Fertemua,/rapat-rapat berkala drlakukan oleh Subdit Kon*.as PPNS Ditserse

atalr unsur-unsur Korw'as PPNS pada, kesatuan [-eniia\.'a]an
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A.

I

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setiap hal vang berhubungan dengan kepolisian dratur clalanr I-Jndang-undang

Nornoi-2 Tahun 2(x)2. khususnva berupa hak da;r kervaiiban serla keu.enangan

dal kepolisian rtu sendin. serta mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran

secara unlurll r'ang terjadi di kalangan anggota liepolisian dengan clidarnpirrgi

peraturan-per-aturan tetap \.ang berlaku di kalangan kepolisian

2. Penvalahguna;rn seniata api oleh anggota kepolisran merupakan suatu bentuk

pelanggararr disiplin. -\'ang lriana hai ini lebih spefisii; ciaiarn pcraturan

Pemenntah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin polri dan peratura^n

pernerintah Nomor 3 Tahun 2003 lentang Pelaksaan Institusional peradilan

Un':ut-l-l Poln. tetai;l sclain scl;agai suatii pelanggaran ,lisipiiii.l,eriraiaiigurraarr

serllat-a api ruga merupal:s.r :,.r:1,: tlndc.k prdax: ::pal:ilr :a.npa: ne;:3hileiigkiin

n\,a\\a orang la-in. rnaka dari itu selan-iutnva pelanggaran dzu-r tiridak pidana

diatur seca.rii lengkai,r dalam peraturan tetap (protap,)

Saran

Dengatr banyakn)'a penvalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian

diharapkan adanva peraturan vang lebili ketat dalam memperoleh senjala api

dengan menambah. beberapa- kiteria penentr-! selain daripada psikoles r.ang

dilakul-:a" secara bertahap, selain dari penanrbahan kriterian penenlu

B.

1
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seharusnva didampingi dengan sanksi r.ang harus clikenakan kepada anggota

penvalahgunaan sen! ata api

2. Kebijakasaan terhadap pengaturan khususnva peningkatan k,.re.iahleraan

polisi- hendakrl,a dapat diperhatikan sehingga dengan adan,va rr,.:ningk-ata_n

keselahteraan polisi mengurangi jumlah pelanggaran di kalangan iiepolisian

rtu sendiri
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